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BAB 
1 POLITIK ISLAM 

(PERGUMULAN KLASIK HINGGA 

KONTENPORER) 

 

A. Pendahuluan 

1. Diakronik Politik Islam: Overview Body Of Knowledge  

Politik Islam saat ini memiliki peran yang sentral bagi 
mewarnai ilmu pengetahuan baik secara regional maupun 
Internasional. Kalau kita ketahui bahwasanya kajian lmu 
Politik Islam (Islamic Politic Science) merupakan cabang ilmu 
politik yang khusus mempelajari sistem politik dalam 
konteks kehidupan umat Islam. Pentingnya Ilmu Politik 
Islam dapat dijelaskan dari beberapa perspektif ilmiah, 
termasuk aspek keagamaan, sosial, politik, dan historis 
politik dalam islam, landasan teologi dalam dan keagamaan, 
integrasi agama dan politik,serta pemahaman terhadap 
sistem politik islam. 

Terdapat dua fragmentasi secara definisi operasional 
\DQJ� KDUXV� WHUMDZDENDQ� \DNQL�$SDNDK�� ´,VODP�SROLWLN� DWDX�

SROLWLN� LVODPµ"�ketika kita berbicara mengenai Islam Politik 
bermakna maka politik menjadi sifat bagi Islam, dengan 
demikian politik menjadi kepentingan utama sedangkan 
Islam digunakan sebagai sarana sebagai mewujudkan tujuan 
dalam politik. Islam (Al-Quran) dikatakan agama yang hanya 
mengatur persoalan ritual. Islam adalah agama universal, 
agama yang membawa misi rahmatan lil alamin. Islam juga 
memberikan konsep kepada manusia mengenai persoalan 
yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti cara 
mengatur sistem perekonomian, penegakan hukum, konsep 

POLITIK ISLAM 

(PERGUMULAN KLASIK 

HINGGA 

KONTENPORER) 
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BAB 
2 ETIKA POLITIK 

A. Pergumulan Diskursus Etika 

1. Pengertian Etimologi 

Sebagian besar para ilmuan etika, khususnya di 
kalangan muslim, secara taken for granted, memandang bahwa 
etika itu sinonim dengan moral dan akhlak.440 Sebagaimana 
pengertian yang diberikan oleh Rachmat Djatnika, bahwa 
secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim 
masdar dari kata akhlaqa-yukhliqu- ikhlaqan, sesuai dengan 
ZD]Q�DI¶DOD-\XI¶LOX-LI¶DODQ yang berarti perangai, tabiat, watak 
dasar, kebiasaan, sopan santun. Etika berasal dari bahasa 
/DWLQ�́ HWKLFDµ��Etos dalam bahasa Yunani yang berarti norma-

 

440 Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka 
Panjimas, 1992) h. 26. Lebih tegas lagi, terlihat bahwa Djatnika menyamakan 
antara etika dengan akhlak ketika ia menterjemahkan pengertian etika yang ada 
GDODP�(QV\FORSDHGLD�%ULWDQQLFD�EHULNXW�LQL��´(WKLF�LV�WKH�V\VWLPDWLF�VWXG\�RI�WKH�
QDWXUH�RI�YDOXH�FRQFHSWV��´JRRGµ��́ EDGµ��´RXJKWµ��́ ULJKWµ��´:URQJµ��HWF��$QG�RI�
the general principles whichjustify us in applying them to anything; also called 
´PRUDO�SKLORVRSK\µ��$UWLQ\D��´,OPX�DNKODN�LDODK�VWXGL�\DQJ�VLVWHPDWLN�WHQWDQJ�
tabiat dari pengertian-SHQJHUWLDQ� QLODL� ¶EDLN·�� ¶EXUXN·�� ¶VHKDUXVQ\D·�� ¶EHQDU·��
¶VDODK·�� GDQ� VHEDJDLQ\D� GDQ� WHQWDQJ� SULQVLS-prinsip yang umum yang 
membenarkan kita dalam mempergunakannya terhadap sesuatu; ini disebut juga 
ILOVDIDW�PRUDOµ��/LKDW��5DFKPDW�'MDWQLND��6LVWHP�(WKLND�,VODP��$NKODN�0XOLD���
(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992) h. 26.  Rachmat  Djatnika,  Sistem  Ethika  
Islam  (Akhlak  Mulia),  (Jakarta:  Pustaka Panjimas,  1992),  h.  29-30.  
%DQGLQJNDQ���(QF\FORSDHGLD��%ULWDQQLFD���´HWKLFVµ���-LOLG�9,,,��(��K�������/LKDW�
juga, Ahmad Charris Zubair, yang mengartikan akhlak dengan moral, etika, 
watak, budi pekerti, tingkah laku, perangai dan kesusilaan, dalam bukunya, 
Kuliah Etika, (Jakarta: Rajawali, 1990) h. 14. Dalam webster disebutkan, 
pengertian etka berarti kumpulan nilai-nilai yang berkenaan dengan baik dan 
buruk, berarti juga akhlak atau moral. Lihat, Kamus Webster (United State Of 
America: William Collins Publisher, 1980). 

ETIKA POLITIK 
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BAB 
3 POLITIK 

IDENTITAS 
A. Islam Dan Konstruksi Politik Identitas Etnis di Lokalitas 

1. Pendahuluan 

Identitas etnis858 dalam implementasi sistem 
demokrasi di berbagai negara seringkali menjadi teka-teki. 
Menurut definisi, sistem demokrasi dirancang untuk 
menerima relasi kuasa yang mampu mengakomodir dan 
menjamin tercapainya tujuan bersama, termasuk 
pengelolaan isu etnisitas dalam institusi politik dan 
demokrasi.859  

Studi mengenai identitias etnik dilakukan di dalam 
Pusat Arkeologi, Universitas Amsterdam.860 Kajian yang 

 

858 Identitas etnis adalah produk sosial yang berisi konsep relasional yang terkait 
dengan  identifikassi diri (subyektifitas) dan asal usul sosial (obyektifitas). 
Dengan demikian, identitas etnik dipahami sebagai proses peciptaan batas-batas 
formasi dan dtegakkan dalam kondisi sosio-historis yang spesifik. Schultz dan 
Lavenda (2001) memberikan artikulasi bahwa identitas etnik diciptakan oleh 
proses sejarah yang menggabungkan kelompok-kelompok sosial yang berbeda ke 
dalam struktur politik yang tnggal dibawah kondisi-kondisi sosial tertentu. 
Dalam hal ini, Bourdieu (1977) sepakat bahwa identittas etnik merupakan hassil 
dan modus konstruksi sosial yang dibangun antar subyek dan obyek yang disebut 
opus operantum dan modus operandi. Dengan demikian, kekuatan identitas etnik 
adalah kuasa (power) yang melekat  pada etnik dan dijadikan sebagai sarana aktor 
yang melakukan pengorganisasian atau mobilisassi massa dalam arena 
kehidupan seperti sosial, ekonomi dan politik. 

859 ´7KH� 3ROLWLFV� RI� HWKQLFLW\� DQG� ,GHQWLWLHV�µ� �� 1RYHPEHU� ������
http://www.academia. edu/3150565. 

860 Derks, T. And Roymans, N., Hasil studi yang dilakukan Pusat Arkeologi, 
Universitas Amsterdam didanai oleh Netherlands Organisation for scintific 
research (NWO). Hasil studi tersebut selanjutnya dijadikan buku berjudul 
Ethnic Contructs in Antiquity ditulis Derks, T. And Roymans, N. (eds) dan 

POLITIK IDENTITAS 
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NDPX�VHQGLUL�WLGDN�PHODNVDQDNDQQ\Dµ"�'DODP�KDO�LQL�KXNXP�

dan peraturan atau undang-undang yang dibuat mempunyai 
tafsir ganda, dan hanya pemerintah yang memiliki hak atas 
tafsir terhadap hukum, Undang-undang atau peraturan 
tersebut. 

Dalam Kamus, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsep itu 
adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa 
konkret, sedangkan konsepsi artinya adalah pengertian, 
pendapat (paham), rancangan (cita-cita dsb) yang telah ada 
dalam pikiran. Lihat, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 
Pustaka, 1995. 

Dalam konteks ini, Islam memberi seperangkat prinsip soial-politik, 
dan ideologisasi Islam dapat dianggap sebagai mereduksi 
,VODP�� /LKDW�� 0�� 'DZDP� 5DKDUGMR�� F7XMXDQ� 3HUMXDQJDQ�

Politik Umat Islam di IndonesiaÅ, Panji Masyarakat, No. 85, 
Agustus 1971. Lihat pula Djohan Effendi dan Ismed Natsir 
(eds.), Pergolakan Pemikiran Islam, Catatan Harian Ahmad 
Wahib. Jakarta: LP3ES, 1981. 
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Dalam konteks penyampaian kritik dengan berhadapan secara 
empat mata, penulis menyamakan antara pengertian kritik 
dengan teguran, atau peringatan bahkan mungkin  dapat 
disamakan  dengan  nasehat. Alasan, karena substansi kritik 
adalah untuk menunjukkan kebenaran bagi yang dikritik, 
begitu pun halnya dengan teguran, peringatan dan nasehat. 
Imam Ibnu Rajab rahimahullah   menukil ucapan Imam 
.KDWKWKDEL� UDKLPDKXOODK�� ´�1DVHKDW� LWX� DGDODK� VXDWu kata 
untuk menerangkan suatu pengertian, yaitu keinginan 
NHEDLNDQ� EDJL� \DQJ� GLQDVHKDWLµ�� /LDKDW�� ,PDP� ,EQX� 5DMDE��

JamiÆul Ulum wal Hikam, Juz I, h. 219. Maka penjelasan dan 
argumentasi berikutnya banyak mengutip hadis Nabi yang 
berkenaan dengan nasehat. 

Dalam pemilihan umum tahun 1955, terlepas dari klaim bahwa 
sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, empat 
partai politik Islam hanya memperoleh 43,5 % suara. Laporan 
mengenai hasil-hasil pemilu tersebut secara detail dapat 
dibaca dalam Herbert Feith, The Indonesian Elections of 1955. 
Ithaca×: Modern indonesian Project, Southeast Asia Program, 
Cornell University, 1961. 

Dalam redaksi yang berbeda Imam Abu Daud telah meriwayatkan 
dari Abi SaÆid bahwa Rasulullah SAW bersabda×: ´Apabila 
tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaknya mereka 
(bertiga) dipimpin oleh salah seorang di antara merekaµ 
Lihat,  Abdul  Qadim  Zallum,  Sistem  Pemerintahan  Islam,  
(Bangil ×:  Al-Izzah, 2002/1422)  Cet,  Vi,  h.  147-148.  
Bandingkan  dengan  ulasan  Yusuf  Qardhawiy, Konsep 
Islam Solusi Utaman Bagi Umat, ( Jakarta, Senayan Abadi 
publishing, 2004), h. 165. Masih dalam karya Yusuf 
Qardhawiy, Fiqih Negara. Jakarta: Robbani Press, 1999. 

Dalam sebuah muqtatafat disebutkan×:   ÞÄÑë�®äÄÐ ®	 � �ò	 õ	                        
�ø	 � Ñú�� ò» î� �� ü	 òÝ«   yang artinya lebih kurang demikian: waktu 
itu bagaikan pedang, apabila anda tidak memanfaatkannya 
dengan cermat, maka ia akan memotong (leher)mu. Relevan 
dengan arti ayat di atas, anda akan merugi bila tidak mengisi 
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waktu anda  dengan  amal  yang  baik.  Dalam pepatah  
bahasa  inggris  pun  sering didengar selogan berikut ini: 
´'RQÆt put off until tomorrow what you can do todayµ. 
Janganlah anda tunda hingga besok hari, apabila (sesuatu 
pekerjaan) dapat anda kerjakan hari ini. Sebab besok sudah 
menunggu pekerjaan yang lainnya. 

Dalam Surat al-Baqarah/2: 194, 196 dan 223; Ali Imran /3: 200; dan 
an² Nisa/4×: 1 dan 131, juga mengandung perintah bertakwa 
kepada Allah secara umum, sehingga harus mencakup 
semua aktivitas kehidupan sosial, termasuk kritik etika 
sosial. 

Dalam tulisan ini yang penulis maksud dengan Machiavillianisme 
adalah faham yang ingin memperoleh kekuasaan dengan 
menghalalkan segala cara, tanpa mengindahkan aspek etika. 
Hal ini dikuatkan oleh pendapat Machiavilli bahwa untuk 
mendapatkan kekuasaan dapat dilakukan dengan cara keji, 
kejam dan jahat yang dapat menjadikan mereka penguasa 
yang ditakuti, namun tidak dihormati atau dimuliakan. Lihat 
Niccolo Machiavielli, Sang Penguasa, Alih Bahasa C. 
Woekirsari, Jakarta×: Gramedia, 1991, h. 34. Bandingkan 
dengan Quentin Skinner, Machiavelli Delima Kekuasaan dan 
Moralitas. Jakarta: Grafiti, 1994. 

Dale F, Eickelman, dan James Piscatory. Ekspresi Politik Muslim. 
Bandung: Mirzan, 1998. 

Daniel Goleman. Kecerdasan Emosional. Jakarta: Gramedia, 2001. 

Daragahi, B., & Solomon, E. Fuelling Isis Inc. Financial Times, 2014. 

Daud Rasyid. Islam dalam Berbagai Dimensi. Jakarta: Gema Insani 
Press, 1998. 

Daud 5DV\LG�� ´0HPEDFD� .ULVLV� GHQJDQ� 9LVL� +DGLWVµ�� 0LPEDU�
Ulama Suara Majelis Ulama Indonesia, 239, 1998. 

David C. Leege and Lyman A. Kellstedt (eds.), Rediscovering the 
Religious Factor in American Politics New York and London, 
M.E. Sharpe, 1993. 
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David Leviathan. Mencari   Bentuk   Otonomi   Daerah;   Suatu   
Solusi   Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. 
Jakarta: Rineka Cipta, 2003. 

'DYLV�� &KDUOHV�� ´7KH� 3ROLWLFDO� 8VH� DQG� 0LVXVH� RI� 5HOLJLRXV�

ODQJXDJH�µ� -RXUQDO� RI� (FRPHQLFDO� 6WXGLHV� -RXUQDO� RI�

Ecomenical Studies, 26:3. Summer (1989). 

'�%�� 0DF� 'RQDOG�� ´'HYHORSPHQW� RI� 0XVOLP� 7KHRORJ\��

-XULVSUXGHQFH� DQG� &RQVWLWXWLRQDOµ� GDODP� .KD\DWV� 2ULHQWDO�

Reprints, nomor 10. Beirut, 1965. 

Demokrasi berlawanan dengan Islam dan tidak akan menyatu 
VHODPDQ\Dµ� GHPLNLDQ� SHUQ\DWaan aktivis Islam yang 
beraliran keras,   menurut mereka, orang- orang yang 
berupaya menggolongkan demokrasi ke dalam sistem syura, 
pendapatnya tidak bisa diterima, sebab sistem syura itu 
teruntuk sesuatu hal yang belum ada nash dan merupakan 
hak ahli hallL�ZDO�ÅDTGL�\DQJ�DQJJRWDQ\D�DGDODK�SDUD�XODPD�
yang waraÆ (bersih dari segala pamri). Kontroversi yang 
krusial adalah, demokrasi yang memiliki arti   pemerintahan 
rakyat (dari rakyat-oleh rakyat-untuk rakyat) Rakyat 
pemegang kekuasaan mutlak. Pemikiran ini secara 
substansial bertentangan dengan Islam. Allah berfirman 
´0HQHWDSNDQ�KXNXP�LWX�KDQ\D�KDN�$OODKµ��4�6�$O-AnÆam: 
57). Lacak lebih lanjut: Al-Maidah:44, As-Syura: 21, An-
NisaÆ:65 dan 51. Al-Kahfi ×: 26, Al-Baqarah: 256, dan An-
Nahl×:36. 

Dengan  demikian  titik  tekan  diskursus  ini  adalah  perpaduan  
teori  dan praktik  politik.  Lihat ×:  Samih  Athif  Az-Zayn  
Hafidz  Abdurrahman,  ´Pengantarµ dalam Hafidz 
Abdurrahman, Diskursus Islam Politik dan Spiritual. bogor: 
Al-Azhar Press, 2004. 

Dengan beberapa modifikasi, penulis mengutip Alex Lanur, OFM, 
´0D]KDE� )DUDQNIXUWµ� 0DMDODK� )LOVDIDW� 'UL\DUNDUD�� 7DKXQ�

XXIII, no. 1, 1997. 
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Dengan demikian titik tekan diskursus ini adalah perpaduan teori 
dan praktik  politik.  Lihat ×:  Samih  Athif  Az-Zayn  Hafidz 
Abdurrahman, Pengantar dalam Hafidz Abdurrahman, 
Diskursus Islam Politik dan Spiritual, (Bogor×: Al Azhar 
Press, 2004). 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 
indonesia, (Jakarta: Balai  Pustaka 1995), Edisi Kedua. 

Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: 
Balai Pustaka, 1992. 

Derks, T. And Roymans, N. Hasil studi yang dilakukan Pusat 
Arkeologi, Universitas Amsterdam didanai oleh Netherlands 
Organisation for scintific research (NWO). Hasil studi 
tersebut selanjutnya dijadikan buku berjudul Ethnic 
Contructs in Antiquity ditulis Derks, T. And Roymans, N. 
(eds) dan diterbitkan di Amsterdam University Press 2009. 
Studi yang dilakukan beberapa ilmuwan dari berbagai latar 
belakang beragam, seperti sosiolog, antropologi, dan 
arkeologi. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009. 

³³³. The Role Power and tradition. Ethnic Contructs in 
Antiquity. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009. 

Dewan Editor. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam-2 dan 6. Jakarta: 
Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002. 

Dewan Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus   Besar   Bahasa 
Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995. 

Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Partai Politik. Jakarta: 
DPR, 2004. 

Di  kalangan  umat  Islam,  tidak  terdapat  perbedaan  pendapat  
mengenai kebenaran sumber al-QurÆan. Ia jelas qathÆiy al-
tsubut, persoalan krusial di sini adalah al-QurÆan sebagai 
dalil, ada yang qathÆiy al- dalalh dan ada yang dzanniy al-
dalalah . Uraian lebih lengkap tentang ´konsep qathÆiy dan 
zhanniyµ dapat dilihat, M. Quraish Shihab,  Membumikan  
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Al-QurÆan Fungsi  dan  Peran  Wahyu  dalam  Kehidupan 
Masyarakat. Bandung: Mizan, 1997. 

Di antara buku-buku yang ditulis di bawah judul seperti ini ialah×: 
Muhammad Faruz an-Nabhan, Nizam al-Hukm fi al-Islam, 
(Bairut×: Muassasah al- Risalah, 1988); Muhammad Yusuf 
Musa, Nizam al-Hukm fi al-Islam, (Kairo×: Dar al- Kitab al-
:Arabi, t.th); Muhammad Abdullah al-:$UDEL�� 1L]DP� DO-
Hukm fi al-Islam, (Bairut×: Dar al-Fikr, t.th). 

Di antara partai Islam yang difusikan oleh Orde Baru adalah NU, 
Parmusi, PSII, dan Perti. Partal ini digabung menjadi Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP), dan ideologi partai ini harus 
disesuaikan dengan ideologi negara, yakni pancasila. 

Di dalam al-QurÆan dengan al-amr bi al-maÆr�f wa an-nahy an al-
munkar ( suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari 
perbuatan jahat), merupakan tema sentral  dari  panggilan  
Islam  terhadap  manusia,  istilah  tersebut  dijumpai  dalam 
sembilan tempat dalam al-QurÆan, yakni surat Ali Imran ayat 
104, 110 dan 114, surat al-AÆraf ayat 157, surat at-Taubah ayat 
67, 71 dan 112, surat al-Hajj ayat 41 dan surat Luqman   ayat 
17. Lihat, Harun Nasution (Ket.Tim), Ensiklopedi Islam 
Indonesia, (Jakarta: Djambatan,1992),h.111Kata maÆruf 
dipertentangkan penggunaannya dengan kata munkar. 
Dalam penjelasan orang-orang Islam pada masa-masa 
belakangan, misalnya, al-Baidawi  ´Tafsir Surah Al-Baqarah, 
232µ terlihat bahwa kata-kata maÆruf sering kali 
didefinisikan sebagai ´apa yang dinyatakan dan disetujui 
oleh hukum- hukum Allahµ   Lihat,   Toshihiko Izutsu, Etika 
Beragama dalam QurÆan, terj. Mansurddin Djoely. Jakarta: 
Pustaka Firdaus, 1993. 

Di dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, dinyatakan bahwa 
-DHODQL�1DUR�PHODNXNDQ� ´NXGHWDµ� WHUKDGDS�NHSHPLPSLQan 
Djarnawi dan Lukman Harun, Naro adalah salah seorang 
ketua Parmusi yang dikenal memiliki hubungan khusus 
dengan Ali Murtopo salah seorang arsitek politik Orde Baru. 
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Di Indonesia hak kontrol terhadap pemerintah dalam negara 
dilakukan oleh DPR, namun dalam praktiknya masih jauh 
dari harapan, justru kebocoran negara pada era reformasi 
sekarang ini tidak saja di lingkar ekskutif bahkan pada livel 
legislatif   lebih dahsyat lagi, dan ditengarai juga dirongrong 
melalui jalur yudikatif (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Uporia 
KKN dan mal praktik di mana-2. Maka terjadilah krisis 
berkepanjangan karena negara jauh dari nilai-nilai syariat 
Islam. 

Di kalangan para sarjana terdapat pemahaman yang beragam 
mengenai istilah syariat. Imam al-Syathibiy mengemukakan 
bahwa syariaW� VDPD� GHQJDQ� DJDPD�� 0DQQD¶� DO-Qattan 
merumuskan syariat sebagai ketentuan Allah SWT bagi 
hamba-Nya yang  meliputi  akidah,  ibadah,  akhlak  dan  tata  
kehidupan  umat  manusia  untuk mencapai kebahagiaan 
hidup di dunia dan akhirat. Lihat×: Rusjdi Ali Muhammad, 
Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, Solusi dan 
Implementasi, (Jakarta×: Ar-Raniry  Press  dan  Logos,  2003),  
h.  184.  Bandingkan  Rifyal  Ka¶bah,  Penegakan Syariat Islam 
di Indonesia. Surabaya: Khairul Bayan, 2004. 

Diana L.Eck A New Relegious America, How A Christian Country" 
Has Become the World is Relegiosly Diverse Nation, 2001, p. 
69-70 dalam Ahmad Fuad Fanani, Islam Mahzab Kritis, 
Menggagas Keberagamaan Liberatif, (Jakarta Kompas, 2004). 
Diana L.Eck saat ini adalah Director of The Pluralism Prohject 
Amerika. 

Dikatakan debatebel karena, paling tidak, ada tiga poros besar 
pemikiran yang saling bertentangan menyangkut diskursus 
hubungan agama dengan negara ini yaitu poros 
tradisionalis/ fondamentalis, sekularis dan 
reformis/modernis, yang  akan dijelaskan pada sub bahasan 
lebih lanjut. 

Dikutip oleh Imarah dari Tarikh Thabari, (Kairo×: Darul MaÆarif, 
Jilid 3, h. 210., dan Abu JaÆfar at-Thusi, Talkhiishu as-SyaÆafi, 
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(Najaf, 1383-1384 H, jilid I, h. 9. Lihat Muhammad  ÅImarah, 
Karakteristik Metode Islam. Jakarta: Media Dakwah, 1994. 

Din Syamsuddin menjelaskan bahwa dalam pemikiran pertama 
(integrated-Islam dan negara bersifat integrated) terdapat 
dua bentuk paradigma, yaitu: (a) Pemikiran teokratis dalam 
SHUVSHNWLI� 6\L·DK�� GDQ� �b) Pemikiran teo-demokratis dalam 
perspektif Maududi. 

Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah 
3HPLNLUDQ� ,VODP�� -XUQDO� OLPX� GDQ�8OXPXO�4XU·DQ�� -DNDUWD��

Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan ICMI, 
No.2/V/1993. 

Disampaikan oleh Utsman Shihab, dengan mengutip pendapat Abu 
Nawas, dalam ceramahnya di RCTI, 2002. 

Dwyer, Larry, Peter Forsyth, & Rao Prasada. Tourism price 
competitiveness & journey purpose. Fort Worth Texas USA: 
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Effendi, Bahtiar. Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan 
Praktek Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1998. 

³³³. Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik 
Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1998. 

³³³. Re-Politisasi  Islam Benarkah  Islam Berhenti Berpolitik×? 
Bandung: Mirzan, 2000. 

Eindhoven Myrna. Identitas Representasi dan Pemerintahan di 
Kepulauan Mentawai Pasca orde baru dalam politik lokal di 
Indonesia, 2007. 

Elman Saragih dalam Editorial Metro TV, 2009. 

Empat pilar demokrasi, menurut Al-Ghalayiny, adalah didasarkan 
kepada kemerdekaan atau kebebasan sebagai hak setiap 
orang dan milik semua bangsa di dunia ini. Kebebasan 
dimaksud adalah kebebasan×: individu (as-syakhshiyyah), 
bermasyarakat (al-mujtamaÆ), dan  ekonomi (iqtishadiyyah), 
dan kebebasan berpolitik (al-hurriyyah   as-siasah).   Lihat,   
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Syekh   Mustafa   Al   Ghalayiny,   Tips   Memilih Pemimpin 
Berakhlak Mulia. Surabaya: Dunia Ilmu, 1999. 
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(VSRVLWR�� -RKQ� /�� ,VODP� DQG� 3ROLWLFV�� WHUM�� -RHVRHI� 6RX·\E�� -DNDUWD��

Bulan Bintang, 1990. 

Etika  global  merupakan  suatu  terminologi  baru  yang  
dimunculkan berdasarkan hasil deklarasi yang dilahirkan 
Parlemen Agama-agama Sedunia (Parliament of the WorldÆs 
Religions) yang berlangsung di Chicago, Amerika Serikat, 
Oktober 1993. Jika parlemen pertama satu abad yang lalu  
PHODKLUNDQ� JDJDVDQ� \DQJ� WHUNHQDO� GHQJDQ� ´WHRORJL�

XQLYHUVDOµ�PDND�SDUOHPHQ�NHGXD�PHODKLUNDQ�GHNODUDVL�\DQJ�

disebut Etika Global (A Global Ethic). Menurut M.Din 
6\DPVXGGLQ�� ´(WLND� *OREDO� PHUXSDNDQ� NHUDQJND� SUDNVLV�

berupa paradigma etik dan moral untuk dijelmakan di dalam 
NHKLGXSDQ� VRVLDOµ� �� /LKDW� 0�� 'LQ� 6\DPVXGGLQ�� ´(WLND�

*OREDO�µ�-DNDUWD��6XDUD�.DU\D������� 

Etika sosial yang dimaksud di sini, yaitu etika yang membicarakan 
norma- norma  hubungan  sosial  kemasyarakatan.  Lihat,  
pengertian  etika,  Ibid  h. 271  dan pengertian sosial. 

F. Budi Hardiman. Demokrasi Deliberatif. Yogyakarta: Kanisius, 
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Fariq bin Gasim Anuz, Fikih Nasehat, (Cirebon×: Pustaka Azzam, 
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mensitir ayat Al-QurÆan Surat an- Nur ayat 
19×:µSesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) 
perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang 
beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di 
akhirat, dan Allah mengetahui, sedang kalian tidak 
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ÅAiriyyah, 1972). Beirut: Al-Maktabah Al-Airiyyah, 1972. 

Fredrickson mengatakan bahwa etnik dapat dilacak melalui tanda-
tanda atau pertanda yang dimiliki oleh individu atau 
kelompok-kelompok sosial sosial, seperti bahasa, agama , 
kebiasaan dan ciri fisik yang dibawa sejak lahir (Fredrickson, 
2012:18). Pada aspek kebiasaan (budaya), Bart (1998:12-13) 
menganggap klasifikasi seseorang atau kelompok  setempat 
dalam keanggotaan suatu kelompok etnik tergantung pada 
kemampuan seseorang atau kelompok etnik tergantung pada 
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Membangun  Sinerji  Warisan  Sejarah,  Doktrin, dan Konteks 
Global. Jakarta: Paramadina, 2002. 

Istilah ini terdapat dalam surat al-Ahzab/33: 72. 

Istilah masyarakat majemuk, ungkapan Furnivval (2009). 
Masyarakat majemuk menurut Furnivall adalah suatu 
masyarakat yang terdiri dari satu atau lebih golongan atau 
tata  sosial yang hidup berdampingan, tapi tanpa berbaur, 
dalam satu unit politik,furnivall mengatakan bahwa 
Indonesia adalah satu dari sekian negara tropis yang 
mempunyai tipe ekstrem masyarakat majemuk. Negara 
lainnya yang berciri masyarakat majemu seperti Kanda, 
Perancis, Amerika Serikat dan Afrika Selatan. 
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Istilah politik pertama muncul dalam literatur Yunani klasik lewat 
karya Plato yang terkenal, Politea. Dalam perkembangannya, 
politik dalam literatur Barat mengalami   banyak   penafsiran,   
paling   tidak,   ada   dua   kecenderungan   dalam 
pendefinisian politik. Pertama, pandangan yang mengaitkan 
politik dengan negara; kedua, pandangan yang 
mengaitkannya dengan kekuasaan, otoritas atau dengan 
konflik.  Oleh  sebab  itu,  politik  memiliki  definisi  yang  
variatif.  Laswell  (1936) mendefinisikan politik sebagai who 
gets what, when and how (siapa mendapatkan apa, kapan 
dan bagaimnana). Easton (1979) menyebutnya sebagai "the 
DXWKRULWDWLYH� DOORFDWLRQ� RI� YDOXHµ� �NHNXDVDDQ� XQWXN�

mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas) Sementara 
-RXYHQDO�PHQ\HEXW�SROLWLN�VHEDJDL�́ PDQ�PRYLQJ�PDQµ��VLDSD�

memerintah siapa).   Semua   pendefinisian   tersebut 
cenderung   meletakkan   politik   sebagai mekanisme   atau   
seni   untuk   mendapatkan   atau   mempertahankan   
kekuasaan. Kekuasaan,  menurut  Talcot Parsons  (1957)  
DGDODK��´7KH��FDSDFLW\��WR��PRELOL]H��WKH�UHVRXUFHV�RI�VRFLHW\�

for attainment of goals for which a general public 
FRPPLWPHQW«PD\� EH� PDGHµ� �NHPDPSXDQ� XQWXN�

memobilisasi sumber daya yang ada dalam  masyarakat 
untuk  mencapai  tujuan-tujuan  umum  yang  telah  
disepakati bersama). Sementara, kalangan Neo-Marxist 
seperti Poulantzas (1973) mengatakan bahwa kekuasaan 
DGDODK�FNHPDPSXDQ�VHEXDK�NHODV�VRVLDO�XQWXN�PHZXMXGNDQ�

tujuan- tujuan dan kepentingan merekaÅ. Definisi-definisi ini 
menggambarkan bahwa seluruh tafsir tentang politik dan 
kekuasaan dalam perspektif Barat dibangun di atas fondasi 
materialisme. 

J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, 
Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, him. 216-217. Pada buku 
ini dalam catatan kaki terdapat juga nama lengkap dari 
masing- masing tokoh. 
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Jacquet, V. The role and the future of deliberative mini- publics: a 
citizen perspective. Political Studies, 67(3), 2019. 

-DODOXGGLQ�5DFKPDW��´,VODP�GL�,QGRQHVLD×: Masalah Definisiµ, dalam 
M. Amien Rais, (Ed.), Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar 
Mengaca Diri. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. 

Jamhari, Tim. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa 
Kini (Islam di Indonesia). Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 
2002. 

Jeff Haynes. Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga. 
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000. 

Jeff Haynes, Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga 
´*HUDNDQ�3ROLWLN�%DUX�.DXP�7HUSLQJJLUµ�� -DNDUWD×: Yayasan 
Obor, 2000, h. 13. Pentingnya kelompok aksi secara politis 
berasal dari (1) aneka tanggapan terhadap tidak adanya 
pembangunan dan pemberdayaan; (2) tuntutan untuk 
mengurangi pengruh negara; (3) kemerosotan ekonomi; dan 
(4) tersebarnya tuntutan atas hal yang nyata, yaitu demokrasi 
substantif. 

Jeff Hayres. Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Gunia Ketiga×: 
Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir. Jakarta: Obor 
Indonesia, 2000. 

-RKQ���'����0F&DUWK\�	�0D\HU���1����=DOG����HGLWRU·V���&RPSDUDWLYH��

Perspectives  on  Social  Movements: Political  Opportunities,  
Mobilizing   Structures,   and   Cultural   Pembingkaians. USA: 
Cambridge   UniversIty Press, 1986. 

John  Hick,  Philosophy  of  Religion,  dalam  Anis  Malik  
Thoha,Tren Pluralisme Agama( Tinjauan Kritis). Jakarta: 
Perspektif, 2005. 

Joseph Rothscild. Ethnopolities A Conceptual Framework New 
York. New York: Colombia University Press. 

Juhaya S. Praja. Aliran-Aliran Filsafat dan Etika. Bogor: Kencana, 
2003. 
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Jujun S. Suriasumantri. (Ed.), Ilmu dalam Perspektif. Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 1989. 

Jujun S. Suryasumantri. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. 
Jakarta: Sinar Harapan, 1985. 

Kahmad, D. H. Sosiologi agama: potret agama dalam dinamika 
konflik, pluralisme dan modernitas. Pustaka Setia, 2011. 

Kamaruzzaman. Relasi Islam dan Negora: Perspektif Modernis dan 
Fundamentals. Magelang: Indonesiatera, 2001. 

Kartini   Kartono. Pemimpin   dan   Kepemimpinan   Apakah   
Pemimpin Abnormal Itu×? Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2003. 

Kasus-kasus seperti ini banyak sekali terjadi, sebut saja umpamanya 
kasus penyelewengan dana bulog yang dilakukan oleh Akbar 
Tanjung, dana 40 Milyard dicairkan atas nama rakyat miskin, 
tapi siapa dan di mana serta kapan dibagikan×? hingga kini 
masih misteri. Kalau di sekolah-sekolah sering terdengan 
dana bantuan rehab gedung, dana ATK, dana sapu dst.. pada 
ghalibnya senantiasa diselewengkan. Penyelewengan dana 
pajak yang dikumpulkan dari rakyat, sering juga 
diselewengkan, sehingga pada akhirnya untuk 
memperhatikan kepentingan rakyat menjadi omong kosong 
belaka. 

Kata al-ÅDGO� � ��üËªß( dalam berbagai bentuknya terulang dalam al- 
QurÆan sebanyak 28 kali dalam) h. 569-570. sebelas surah, 
yang digunakan untuk berbagai arti dan maksud sesuai 
dengan konteks pemakaiannya. Lihat, Muhammad FuÆad 
ÅAbd al-Baqi, MuÆjam al-Mufahras li-Alfadz al-QurÆan, 
(Beirut:  Dar  al-MaÆrifah,  1991.  Menurut  keterangan  
1XUFKROLVK� � 0DGMLG�� VHODLQ� SHUNDWDDQ� ÅDGO�� � XQWXN� PDNQD�

keadilan dengan berbagai nuansanya, Kitab suci juga 
PHQJJXQDNDQ�SHUNDWDDQ�́ TLVWKµ�GDQ�́ ZDVDWKµ�MXJD�́ PL]DQµ��

Semua pengertian berbagai kata-kata itu bertemu dalam 
VXDWX� LGH� XPXP� VHNLWDU� ´VLNDS� WHQJDK� \DQJ�

EHUNHVHLPEDQJDQ�GDQ�MXMXUµ��/LKDW��1XUFKROLVK�0DGMLG��,VODP�
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Doktrin dan peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang masalah 
Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan. Jakarta: 
Paramadina, 2000. 

Kata ihsan menurut bahasa berasal dari kata ahsana-yuhsinu yang 
berarti berbuat baik atau memperbuat kebaikan. Kata ihsan 
ini mencakup dua pengertian: untuk diri sendiri, dan untuk 
orang lain. Ar-ragib al-Asfahani dalam al-mufradat, 
menjelaskan,   kata   ihsan   mempunyai   dua   pengertian:   
pertama,   memberikan kenikmatan atau kebaikan kepada 
orang lain; kedua, mengetahui dengan baik tentang sesuatu 
pengetahuan dan mengerjakan dengan baik tentang sesuatu 
pekerjaan. Kata ihsan, sedikitnya delapan kali disebutkan 
dalam al-QurÆan (al-baqarah: 83, 178, 229; at-taubah: 101; an-
Nisa: 61; al-Ahqaf: 15; ar-Rahman: 60; dan an-nahl×: 90) Kata 
ini, dalam arti khusus, sering disamakan dengan akhlak, 
tingkah laku, sikap dan perbuatan atau budi pekerti yang 
baik menurut Islam. Lihat, Harun Nasution (Ket. Tim). 

Kata maÆruf dipertentangkan penggunaannya dengan kata 
munkar. Dalam penjelasan orang-orang Islam pada masa-
masa belakangan, misalnya, al-%DLGDZL� ´7DIVLU� 6XUDK� $O-
%DTDUDK�� ���µ� WHUOLKDW� EDKZD� NDWD-kata maÆruf  sering kali 
didefinisikan sebagai ´apa yang dinyatakan dan disetujui 
oleh hukum-KXNXP�$OODKµ�/LKDW�� � �7RVKLKLNR� ,]XWVX��(WLND�
Beragama dalam QurÆan, terj. Mansurddin Djoely. Jakarta: 
Pustaka Firdaus, 1993. 

Kata-kata  faashlihu  dalam  ayat  di  atas  penulis  artiNDQµ��PDND��
EHUEXDW� EDLNODKµ�� EHUEHGD� GHQJDQ� WHUMHPDK� 'HSDUWHPHQ�

$JDPD� 5,�� \DQJ� PHQJDUWLNDQ� GHQJDQ� ´NDUHQD� LWX�

GDPDLNDQODKµ� PXQJNLQ� VXEVWDQVLQ\D� VDPD�� QDPXQ� GDODP�

konteks kajian kritik  etika  sosial,  agaknya  penulis  lebih  
cenderung  kepada  makna  kata  menurut penulis sendiri. 

Kauffman, L. A. Kauffman, L. A. (2001). The anti-politics of identity. 
,GHQWLW\�3ROLWLFV�LQ�WKH�:RPHQ·V�0RYHPHQW������� 
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Kebenaran  empirik  di  sini  adalah  kebenaran  formal  yang  
seringkali dijadikan media rekayasa untuk kepentingan 
pribadi atau kelompok dalam melakukan penyimpangan-
penyimpangan,   sehingga   kebenaran   formalistik   itu   
belum   tentu mengandung  kebaikan  etik.  Oleh  karena  
itulah  maka  harus  dikaitkan  dengan kebenaran etik yang 
bersumber dari kebenaran abadi yaitu nilai-nilai etik profetik. 
Lemahnya   supremasi   hukum,   karena   bersandar   panda   
hukum   formal,   tapi mengabaikan pertimbangan hati 
nurani, perasaan. Sudah jelas-jelas menurut logika dan 
perasaan pasti ada somethings wrong, tapi aparat penegak 
hukum tidak memberi tindakan dan sangsi. Dengan hati 
nurani, hatinya sendiri tau kalau ia melanggar, tapi orang lain 
dianggap tidak tau, ini adalah sisi kelemahan jika tidak 
didukung dengan bukti-bukti konkrit. Dari sini, menurut 
Soejadi, diperlukan social control, bisa berupa demo. Tapi, 
katanya membantah pernyataannya sendiri, saat ini demo 
sudah tidak tepat lagi, kalau hanya dengan demo dalam arti 
politik. Prof. Dr. Soedjadi (Guru Besar  UGM)  dalam  Seminar  
Implikasi  Otonomi   Daerah   Terhadap   
6HPDQJDW1DVLRQDOLVPHµ��)DN��8VKXOXGGLQ�,$,1�5DGHQ�,QWDQ�

Lampung, di Bandar Lampung 22 Agustus 2002. 

Kedua  tokoh  ini  (Mossolini  dan  Hitler)  menegaskan  bahwa  
hanya pemimpin besarlah yang dapat memahami dan meng-
artikulasikan kehendak sejati para pengikutnyam oleh 
karena itu ia harus cerdas, jujur dan amanah. Mereka yang 
berhasil  naik  ke  puncak  kekuasaan  ip  so  fakto  adalah  
kelompok  elit.  Lihat,  Ian Adams, Ideologi Politik Mutakhir, 
Konsep, Ragam, Kritik dan Masa depannya. Yogyakarta: 
Qalam, 2004. 

Kees Bertans. 

Kees Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 
1983) h. 60. Mengenai apriori dan aposteriori dalam Webster 
Dictionari disebutkan bahwa apriori adalah sesuatu yang 
dihubungkan dengan penalaran yang didasarkan pada 
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penilaian ide-ide semata, yang ditandai oleh sesuatu yang 
dapat diketahui melalui penalaran dari suatu hal yang 
dianggap jelas dengan sendirinya tanpa didasarkan pada 
kenyataan pengalaman yang bersifat khusus. Sementara 
aposteriori adalah suatu yang berhubungan dengan bentuk 
penalaran yang membentuk proposisi berdasar pada 
observasi terhadap kenyataan atau dengan cara 
menggeneralisisr dari prinsip-prinsip khusus kenyataan-
kenyataan. Lihat, Wibster Dictionary. 

Kekalahan  partai-partai  politik  aliran  (partai-partai  berbasis  
agama) disebabkan oleh perpecahan-perpecahan politis dan 
ideologiis internal. Lihat, pernyataan Allan Samson yang 
GLNXWLS� %DKWLDU� (IIHQGL� GDUL� WXOLVDQQ\D� F&RQFHSWLRQV� RI��

Politcs, Power, and Ideology in Contemporary Indonesian 
IslamÅ, dalam Karl D. Jackson and Lucian W. Pye (eds.), 
Political Power and Communication in Indonesia (Berkeley, 
Los Angeles, London×: university of California Press, 1978), h. 
199. Konfirmasi ke Bahtiar Effendy, Islam dan Negara 
Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di 
Indonesia, (Jakarta×: Paramadina, 1998). Jakarta: Paramadina, 
1998. 

Kekuasaan  pemerintahan  tidak  hanya  mencakup  kekuasaan  
untuk memperoleh ketaatan dari warga negara masyarakat, 
tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan 
tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara 
di bidang administrative, legislative, dan yudikatif. Lihat, 
Moh. Kusnadi dan Bintan R. saragih, Ilmu Negara, Edisi 
Revisi. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. 

Kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang mutlak, 
terutama diperoleh melalui kekerasan atau dengan carea 
yang tidak demokratis. Lihat, Depdikbud, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995. 

Keterangan  Ahmad  SyafiÆi  MaÆarif  di  atas  diperkuat  lagi  oleh 
keterangan Dr. H. Musa SuÆeb, MA., ketika penulis datang ke 
kediamannya di Gg. Abdurrahman Jalan Tamim Bandar 
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Lampung, Sabtu 28 Februari 2003, ia baru saja pulang dari 
menunaikan Ibadah haji sebagai TPIH Bandar Lampung. 
Dalam penjelasannya ia menegaskDQ� EDKZD� ´NRQGLVL�
Indonesia sangat terpuruk di mata dunia internasional, 
bahkan orang Arab sendiri sangat menilai negatif bangsa 
Indonesia dari sisi korupsinya. JamaÆah haji Indonesia pada 
musim haji tahun ini mengalami cobaan yang amat berat 
karena ulah para pejabat dan penyelenggara haji Indonesia. 
Dalam keterangannya itu Musa mencontohkan, bus yang 
dicarter umpamanya 30 bus, tapi yang direalisasikan 15 bus. 
Oleh orang Saudi, karena mereka tahu ada penyimpangan 
dari  aparat  Indonesia,  maka  yang  dioperasikan  hanya  10  
bus,  maka  terlantarlah jamaÆah haji dari Muzdalifah ke 
Mina, akibatnya jamaÆah asal Indonesia berjalan kaki dan 
kelelahan sehingga lebih dari 200 orang yang meninggal. Hal 
lain yang ia contohkan juga, soal tempat tinggal, di Mekkah 
ada kelas-kelas yang berbeda harga sesuai dengan jarak 
dengan Masjidil Haram, umpamanya yang lebih dekat 800 
real per-jamaÆah, lebih  jauh  sedikit  400  real,  lebih  jauh  lagi  
300  real.  Oleh  petugas Indonesia semua jamaÆah dipukul 
rata dipungut 800 real. 

Kettell, S. On the public discourse of religion: An analysis of 
Christianity in the United Kingdom. Politics and Religion, 
2009. 

KH.  Imam  Zarkasyi  (1910-1985)  adalah  salah  seorang  pendiri  
Pondok Modern darussalam Gontor dari Trimurti (tiga 
bersaudara), yaitu KH. Ahmad Sahal (1901-1977)  dan  KH.  
Zainuddin  Fannani  (1905-1967).  Lihat,  Abdullah  Syukri 
Zarkasyi, Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. 

K.H. Imam Zarkasyi. Al-Mahfudzat. Gontor: KMI, 1982. 

³³³. K.H. Imam Zarkasyi, Al-Mahfudzat, (Gontor: KMI, 1982). 
Gontor: KMI, 1982. 
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.KDODI� $OODK�� 0XKDPPDG�� ´.HNXDVDQ� /HJLVODWLIµ� GDODP�:DFDQD�

Islam Liberal permikiran islam Kontemporer tentang Isu-isu 
Global. Jakarta: Paramadina, 2003. 

Khalid Ibrahim Jindan. Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibn 
Taimiyyah tentang Pemerintahan islam. Surabaya: Risalah 
Gusti, 1995. 

Kharismatis,  dalam  kamus  disebut  sebagai  karismatis,  artinya  
bersifat karisma. Karisma ada dua arti yaitu keadaan atau 
bakat yang dihubungkan dengan kemampuan  yang  luar  
biasa  dalam  hal  kepemimpinan  seseorang  untuk 
membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat 
terhadap dirinya; atribut kepemimpinan yang didasarkan 
atas kualitas kepribadian individu. Sebagai kata keterangan 
karisma berarti karunia Ilahi yang luar biasa yang diberikan 
kepada orang beriman supaya melayani umat. Lihat, 
Depdikbud, Kamus Besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 
Pustaka, 1995. 

Komaruddin  Hidayat. Tragedi Raja  Midas  Moralitas Agama dan  
Krisis Modernisme. Jakarta: Paramadina, 1998. 

Kompas 20 Desember 2004. 

Konsep ini berasal dari konsep sekulersimenya Annaim, yaitu 
negara bersikap netral terhadap agama, jadi bukan negara 
\DQJ� PHPXVXKL� DWDX� PHQGXNXQJ� VXDWX� DJDPD�� ´0DNLQ�

netral sikap negara terhadap agama, makin banyak 
NHPXQJNLQDQ� EDJL� ZDUJD� XQWXN� PHQMDGL� DJDPLVµ� NDUHQD�

negara tidak memaksakan ajaran tertentu atau pemahaman 
tertentu tentang syariah atau sistem agama lain. 

Konsep integrasi agama dan Negara di Indonesia didukung oleh   
hasil survei Roy Morgan (dikutip Guharoy, Jakarta Post, 
2/10/2007) menunjukkan bahwa sembilan di antara sepuluh 
orang Islam dan Kristen, delapan di antara sepuluh orang 
Konghucu dan Buddha, serta lima di antara sepuluh orang 
Hindu menganggap agama merupakan bagian penting 
kehidupan sehari-KDUL� PHUHND�� /LKDW�� $EG� $¶OD�� �$VLVWHQ�
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Direktur  Bidang  Akademik  Program  Pascasarjana  IAIN  
Sunan  Ampel). Radar Lampung, 2007. 

Korporatisme  adalah  suatu  sistem  perwakilan  dimana  unit-unit  
yang  membentuknya diatur dalam organisasi yang 
jumlahnya terbatas dan bersipat tunggal, lihat Muktar 
Masoed, Negara, Kapital dan Demokrasi,  (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar 1994). 

Kosmin, B. A., & Keysar, A. Secularism & secularity: contemporary 
international perspectives. ISSSC, 2007. 

Kriteria  ini  secara  implisit  mencakup  karakteristik  idealistik,  
pseperti ×: jujur, amanah, cerdas, dan tidak akan melakukan 
perbuatan tercela seperti KKN, Mo- limu, (main, mabok, 
madat, minum, madon dan maling) dan sifat-sifat tercela 
yang lain yang berlauanan dengan ajaran agama. 

Kuntowijoyo. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mirzan, 1999. 

³³³. Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi. Bandung: 
Mirzan, 1996. 

.XUW]�� /�� *RGV� LQ� WKH� JOREDO� YLOODJH�� 7KH� ZRUOG·V� UHOLJLRQV� LQ�

sociological perspective. Pine Forge Press, 1995. 

Kuru, A. T. Secularism and state policies toward religion: The
 United   States,   France,   and   Turkey.   Cambridge 
University Press, 2009. 

L Carl Brown, Wajah Islam Politik, Penerjemah Abdullah Ali, 
Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2003. 

lan Adams, Ideolog/ Politik Mutakhir Konsep, Rogam, Kritik, dan 
Masa Depannya, Yogyak Qalam, 2004. 

´/DWDU�EHODNDQJ�SHQGLGLNDQ�µ�$JXVWXV�������KWWS���*XV�'XU�QHW� 

/HELK� ODQMXW� EDFD� WXOLVDQ� $EGXUUDKPDQ� :DKLG�� ´0HQMDGLNDQ�

Hukum Islam Sebagai Penunjang PembangunDQµ� GDODP�
Juhaya S. Praja (pengt.), Hukum Islam di Indonesia×: 
Pemikiran dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994. 
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/LGDK� 0HPDQJ� 7LGDN� %HUWXODQJ�´(GLWRULDO�µ� -DNDUWD�� 0HGLD�

Indonesia, 2002. 

Life, P. F. on R. and P. Rising Restrictions on Religion. Pew Research 
Center Washington DC, 2011. 

Lihat,  Abdul  Ghany  bin  Muhammad  Ar-Rahhal,  Fenomena  
Demokrasi Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam, (Jakarta×: 
DeA Press, 2000), h. 25. Mengacu kepada  pengertian  ini,  
maka  rakyat  berperan  serta  langsung  menentukan  arah 
kebijaksanaan. 

(lihat  kasus  Akbar  Tandjung,  dari  Presiden  Habibie  ke  Akbar,  
lalu  ke Dadang Sukandar kemudian ke Winfred Simatupang, 
tidak jelas instruksinya, sengaja dikaburkan untuk 
penggelapan dana non bugeter bulog). 

Lihat,  Marshall  G.S.  Hodgson,  The  Venture  of  Islam  Conscience  
and History in a World Civilization, Terj. Mulyadhi 
Kartanegara. Jakarta: Paramadina, 1999. 

/LKDW���0RHVOLP��$EGXUUDKPDQ��´��,VODP�GDQ��1HJDUD��GDODP�6HMDUDK��

yang Berubah-XEDKµ� � � � .DWD� � 3HQJDntar  dalam  Musdah  
Mulia,  Negara  Islam  Pemikiran Politik Husain Haikal. 
Jakarta: Paramadina, 2001. 

Lihat×: Abi al-Hasan :Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashry al- 
Baghdady al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-
Wilayat ad Diniyyah, (Bairut×: Dar al-Kutub al-:Ilmiyah, 
1978); Abu Ya¶la, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Bairut×: Dar al-
Kutub al-:Ilmiyah, 1983). 

Lihat×: Abi al-Hasan ÅAli bin Muhammad bin Habib al-Bashry al-
Baghdady al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-
Wilayat ad-Diniyyah, (Bairut×: Dar al- Kutub al-ÅIlmiyah, 
1978); Abu YaÆla, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Bairut×: Dar al- 
Kutub al-ÅIlmiyah, 1983). Di antara buku-buku yang ditulis 
di bawah judul seperti ini ialah×: Muhammad Faruz an-
Nabhan, Nizam al-Hukm fi al-Islam, (Bairut×: Muassasah al-
Risalah, 1988); Muhammad Yusuf Musa, Nizam al-Hukm fi 
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al-Islam, (Kairo×: Dar al-Kitab al-ÅArabi, t.th); Muhammad 
Abdullah al-ÅArabi, Nizam al-Hukm fi al-Islam. Bairut: Dar 
Al-Fikr. 

/LKDW��$KPDG�6\DIL¶L�0D¶DULI��GDODP�,VODP�GDQ�0DVDODK�.HQHJDraan 
Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, (Jakarta×: 
LP3ES, 1985), h. 127. Zaman ini adalah zaman di mana agama 
rohani telah kurang diyakini oleh banyak manusia, akan 
tetapi zaman ini juga adalah zaman di mana ketegangan dan 
ketidakpastian menimbulkan suatu kebutuhan khusus akan 
pegangan spiritual. Lihat, Miriam Budihardjo, Masalah 
Kenegaraan (ed). Jakarta: Gramedia, 1980. 

Lihat, Ahmad SyafiÆi MaÆarif, dalam Islam dan Masalah 
Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, 
(Jakarta×: LP3ES, 1985), h. 127. Zaman ini adalah zaman di 
mana agama rohani telah kurang diyakini oleh banyak 
manusia, akan tetapi zaman ini juga adalah zaman di mana 
ketegangan dan ketidakpastian menimbulkan suatu 
kebutuhan khusus akan pegangan spiritual. Lihat, Miriam 
Budihardjo, Masalah Kenegaraan (ed). Jakarta: Gramedia, 
1980. 

Lihat Ali Abdul Al-Syinawi, Huriyah Al-0X·WDTDG�$O-Diiny li Dhair 
Al-Muslimin fi Zhilal Samahat Al-,VODP·�ROHK�$OL�$EGXO� ·DO�
al-Syinawi, hlm. 170, yang juga merujuk Kitab Isytirakiyah 
Al-Islam oleh Mustafa Al-6LED·O�GDQ�EXNX�$O-Ammwal oleh 
Al-Hafiz bin Salam dan Abqariyah Umar oleh Abbas 
Mahmud al-·$NDG� 

Lihat catatan kaki di atas. 

/LKDW�� )D]OXU� 5DKPDQ�� ´.RQVHS� 1HJDUD� ,VODPµ� GDODP� -RKQ� -��

Donohue, John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan 
Ensiklopedi Masalah-Masalah. Jakarta: Rajawali Pers, 1995. 

Lihat, Hasan Hanafi, al-Din wa al-Tsaurat fi Mishr 1952-1986, al-Din 
wa al-Tanmiyyat al-Qaumiyyat. Kairo: Maktabat Madbuli, 
1989. 
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Lihat, Ibn Khaldun, Muqaddimah, Terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: 
Pustaka  Firdaus,  2000)  h.  37.  Agaknya  menurut  penulis,  
orang  yang mengkritik itu tentu menawarkan alternatif yang 
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Lihat×: Ibnu Mandzur, Lisan al-ÅArab, (Bairut×: Dar al-Fikr, 1990), 
Jilid. 6, di bawah kata dasar ± �±�  . 

Lihat, Jean Paul Sartre, Existentialism and Humanism, transl. Philip 
Mairet, (London: Methuen 7 Co. Ltd. 1960) Pandangan 
tentang kebebasan yang radikal seperti Sartre ini, tentu 
bukan yang dimaksud dalam postulat etika di atas, karena 
pandangannya tersebut adalah dasar bagi pandangan 
ateisnya. 

Lihat kitab Musnad, 2/164. 

Lihat lebih lanjut buku Al-Masihiyah wal islam fi Mishr karangan 
+XVHLQ�.DIDIL�\DQJ�GLNXWLS�ROHK�0XKDPPDG�%DGU�0D·EDGL�

dalam Mazahir Al-Tasamuh Al-Islami, him.150 dan 
seterusnya. 

Lihat lebih lanjut buku-buku tafsir seperti Al-Qurtubi, Ath-Thabari, 
Ibn Katsir yang menjelaskan lebih luas tentang pengertian 
kelompok non-Muslim yang disebut dalam ayat tersebut. 
Selain itu, lihat pula buku Al- 0DXVX·DK�$O-Muyassarah fi Al-
Adyan wa Al-Mazahib Al-Mu·DVKLUDK� \DQJ� GLWHUELWNDQ�
WAMY tahun 1988 dan Huriyah Al-0X·WDTDG� $O-Diiny li 
Ghair Al-Muslimin fi Zhilal Samahat Al-Islam oleh Ali Abdul 
·DO�$O-Syinawi. 

Lihat misalnya ungkapan Arbain (Assisten Anggota DPR-RI),   
Penyakit Politisasi Agama,  Kortem, 2007. 

/LKDW��0RHVOLP�$EGXUUDKPDQ�F��,VODP�GDQ�1HJDUD�GDODP�6HMDUDK�

yang Berubah-ubahÅ    Kata  Pengantar  dalam  Musdah  
Mulia,  Negara  Islam  Pemikiran Politik Husain Haikal. 
Jakarta: Paramadina, 2001. 

Lihat Nurcholis Madjid, Islam Dokrin dan Peradapan; Sebuah 
Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan , Kemanusian, Dan 
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Komodernan, (Jakarta, Paramadinah, 1992, ) hal ci. Lihat 
pula, Islam Kemodernan dan Keindonesian, (Bandung; 
Mizan, 1991), hal 204-214. lihat pula Dedi Djamaluddin Malik 
dan Idi Subandy Ibrahim, Jaman Baru Islam Indonesia×; 
Pemikiran dan Aksipolitik (Bandung Jaman Mulia,1998). 

/LKDW��3XMLDQWR��´(WLND�6RVLDO�GDODP�6LVWHP�1LODL�%DQJVD�,QGRQHVLDµ��

dalam Hidayat Nataatmadja, et al, Dialog Manusia, Falsafah 
Budaya, dan Pembangunan. Malang: Yayasan Pusat 
Pengkajian, Latihan dan Pengembangan Masyarakat, 1984. 

Lihat, Q.S, 14×: 13. 

Lihat Q.S al-Baqarah (2): 29, al-AÆraf (7): 10,   ar-RaÆd (13): 3, Ibrahim 
(14): 32-34, al-WaqiÆah (56): 63-64, al-Mulk (67): 15. 

Lihat Sirah Ibnu Hisyam, Tahqiq Taha Abd Al-Rauf Saad, cetakan 
Al-Kuliyyah Al-Azhariyah, Kairo yang dirujuk oleh Walid 
abd Majid dalam Al-Tasamuh al-Islami (baina nazaiyah wa 
tatbiq). 

Lihat Tamara, M. Nasir dan Elza Peldi Taher, Agama dan Dioalog 
antar Peradaban, Jakarta, Paramadina, 1996 dan Tanja, 
Viktor, HML, Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan 
Muslim Pembaharu di Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar 
Harapan, 1991. 

Lihat tanggapan Jalaluddin Rachmat atas pernyataan Emmerson 
WHUVHEXW� GDODP� WXOXLVDQQD� ´,VODP� GL� ,QGRQHVLD×: Masalah 
Definisiµ, dalam M. Amien Rais, (Ed.),  Islam  di  Indonesia  
Suatu  Ikhtiar  Mengaca  Diri. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1996. 

Listia Laode. Problematika  Pendidikan  Agama  di Sekolah Hasil 
Penelitian Tentang Pendidikan Agama di Kota Yogyakarta 
2004-2006. Yogyakarta: Interfidei, 2007. 

Locke menegaskan bahwa tujuan dasar dibentuknya kekuasaan 
politik adalah untuk melindungi dan menjaga kebebasan 
rakyat sipil. Lihat ulasan yang lebih konfrehensif,    Ahmad    
Suhelmi,    Pemikiran    Politik    Barat    Kajian    Sejarah 
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Perkembangan  Pemikiran  Negara,  Masyarakat  dan  
Kekuasaan. Jakarta: Darul Falah, 1999. 

Louis   O.   Kattsoff. Pengantar   Filsafat,   Terj.   Soejono   
Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986. 

Louis   O.   Kattsoff,   Pengantar   Filsafat,   Terj.   Soejono   
Soemargono, (Yogyakarta:  Tiara  Wacana,  1986),  h.  351.  
Dalam  hal  ini,  agaknya  pandangan Kattsoff sejalan dengan 
klasifikasi etika menurut Richard B. Brandt yang membagi 
etika  menjadi  dua,     yaitu  pertama  etika  normatif,  yang  
tugasnya  mengadakan penyeleksian terhadap ukuran-
ukuran kesusilaan yang dianggap benar dan berlaku dalam 
masyarakat. Juga di dalamnya diselidiki dasar dari ukuran-
ukuran tersebut. Kedua, etika kritik, yang tugasnya menelaah 
arti dari istilah-istilah yang digunakan dalam mengadakan 
tanggapan-WDQJJDSDQ� NHVXVLODDQ�� VHSHUWL� LVWLODK� ´EDLNµ��
´EXUXNµ�� ´ZDMLEµ�� ´EHEDVµ�� GDQ� VHEDJDLQ\D�� (WLND� NULWLN�

biasanya juga dinamakan etika kefilsafatan, atau 
VHEDJDLPDQD�\DQJ�GLXVXONDQ�ROHK�$\HU��\DNQL�´PHWDHWLNDµ��

Lihat, Richard B. Brandt, Ethical Theory, The Problems of 
Normative and Critical Ethics, (Englewood Cliffs, NJ, 
Prentice Hall, Inc, 1959). 

LSM adalah akronim dari Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam 
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bisa  pula diasosiasikan  dengan NGO, Non-Government 
Organisation, atau Ornop, Organisasi Non Pemerintah, juga 
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Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat, 1999. 

/XNPDQ�+DUXQ��´0XODL�'LWLQJJDONDQ��$VSLUDVL�8PDW�,VODP�/HZDW�

KHOHPEDJDDQ�)RUPDO�µ�.RPSDV����2NWREHU������ 
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Mahmood, S. Secularism, sovereignty, and religious difference: A 
global genealogy? Environment and Planning D: Society and 
Space, 2017. 

Mahmud Syaltot. Al Islam Akidah Wa al-SyariÆah. Daar Al-Qolam, 
1966. 



909 
 

Maksudnya  adalah  bahwa  dengan  adanya  identifikasi  terhadap  
politisi busuk, baik di legislatif, yudikatif maupun ekskutif, 
dan mereka yang disebut sebagai calon legislatif (caleg) atau 
siapa saja yang ingin duduk di lembaga-lembaga tersebut 
dapat dihindari atau tidak dipilih dalam Pemilu nanti, 
sehingga negara dapat bersih dari  para  politisi  busuk,  
supremasu  hukum  dapat  ditegakkan  dan  KKN  dapat 
diberantas tuntas. Penjelasan ini terinspirasi dari jawaban 
Prof.Dr.Didik J.Rachbini (Salah Seorang Ketua DPP PAN) 
atas pertanyaan peserta dalam dialog Parpol 2004, Senin 16 
Pebruari 2004 Pukul 23 di TPI. 

Maksudnya:  Nabi  Muhammad  Saw,  mempunyai  bukti  yang  
nyata ataskebenarannya Departemen Agama RI, Al-QurÆan 
dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur·an, 1978. 

Manajemen ini dapat juga disebut sebagai pengendalian suatu 
usaha; yaitu merupakan×: (1) Proses pendelegasian 
/pelimpahan wewenang kepada beberapa penanggung 
jawab dengan tugas-tugas kepemim-pinan, dan (2) Proses 
penggerakan serta bimbingan pengendalian semua 
sumberdaya manusia dan sumber materiil dalam kegiatan 
mencapai sasaran organisasi. Lihat, Kartini Kartono. 

Manuel Castells. Network Society From Knowledge to Policy. 
Washington: DC: Johns Hopkins Center forTransatlantic 
Relations, 2010. 

Marcel A. Boisard. Humanisme dalam Islam, terj. H.M. Rasyidi. 
Jakarta: Bulan Bintang, 1980. 

Masdar, Umaruddin. Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais 
Tentang Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. 

Masykuri Abdillah. Pluralisme dan ToleransiÅ,   dalam Frans M. 
Parera dan  T.  Jacob  Koekrits  (Penyunting),  Opini  
Masyarakat dari  Krisis  ke  Reformasi Demokratisasi dan 
Otonomi Mencegah Disintegrasi Bangsa Debat Publik 
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Seputar Reformasi Kehidupan Bangsa. Jakarta: Kompas, 
2001. 

³³³. Ulama  dan Politik dalam, Frans M. Parera dan T. Jakob 
Koekrits, Demokratisasi dan Otonomi Mencegah Disintegrasi 
bangsa. Jakarta: Kompas, 1999. 

Mendasari seluruh konotasi negatif akan makna politik, maka 
politik kenegaraan membutuhkan penguatan agar dapat 
menjamin kelangsungan pelaksanaan prosedural politik itu 
sendiri. 

Mengingat teori politik Ibnu  Rusyd  ini  memiliki  kontribusi yang 
besar terhadap perkembangan demokrasi di Barat, terutama 
semenjak terjadinya revolusi. 

Menurut data hasil investigasi yang dilakukan oleh International 
Labour Organisation (ILO), ada 165.000 orang pekerja seks di 
bawah umur (kejahatan sosial anak) yang terdapat di 
Indonesia saat ini. Dalam wawancara dengan TPI, Desy dan 
Deneta (keduanya pekerja seks di bawah umur) yang bekerja 
di wilayah prostitusi Prumpung Jakarta Timur, menuturkan 
bahwa mereka pada awalnya terjebak, yang dijanjikan akan 
diberi pekerjaan yang layak, karyawan toko atau pembantu 
rumah tangga, misalnya, tetapi ternyata mereka ditipu dan 
dipaksa untuk menjadi penjaja seks, gaji mereka antara 30-40 
ribu, bila ketemu cukong bisa mencapai 200 s/d 300 ribu 
semalam. Hasil rekaman  yang dikutip TPI dalam acara 
Selamat Pagi Indonesia, 2002. 

Menurut Martin Jay, seperti dikutip Suhelmi×: Sikap kritis (teori 
kritis) dapat dipahami  melalui  dialog    dan  perdebatan  
secara  terus  menerus.  Lihat,  Ahmad Suhelmi, Pemikiran 
Politik Barat. Jakarta: Darul Falah, 1999. 

Menurut Ponnuru pada saat didirikan, menurut standar 
kontemporer, Amerika termasuk negara standar konservatif 
sekalipun-secara mengejutkan ternyata sebagai negara yang 
tidak liberal liberal) Negara membangun gereja, yang 
disokong oleh uang dari pajak. Kebanyakan negara bagian 
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mengadakan ujian agama untuk calon pejabat pemerintahan. 
Beberapa negara bagian memberikan hukuman terhadap 
tindakan menghina Tuhan atau agama, sementara negara 
bagian yang lain menarik denda dari mereka yang tidak rajin 
ke gereja. Amerika bukanlah negara teokrasi, seperti 
pemerintahan Taliban Afghanistan. Lihat Ramesh Ponnuru, 
Secularism and its Discontent, Notional Review (December 
2004). 

Merupakan cabang aksiologi yang pada pokoknya membicarakan 
masalah predikat-SUHGLNDW�QLODL�´EHWXOµ��´ULJKWµ��GDQ�´VDODKµ�
�´ZURQJµ��GDODP�DUWL�´VXVLODµ��´PRUDOµ��GDQ��´WLGDN�VXVLODµ�

�LPPRUDOµ��� ��� � /Ruis O. Kattsoff,  Pengantar Filsafat, Terj. 
Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986. 

Metoda  penafsiran  seperti  ini,  menurut  al-Farmawi,  merupakan 
penguasaan persoalan al-QurÆan secara sempurna yang 
memungkonkan penguraiannya kepada manusia dalam 
hukum-hukum yang jelas, membantu menyingkap rahasia 
al-qurÆan pada tingkat memuaskan hati dan akal hingga 
tercapai kebaikan tuhan dari syariÆat (hukum)-Nya kepada 
hamba-Nya. Lihat,ÅAbd al-Hay  al-farmawi,  al-Bidayah  fi  
al-Tafsir  al-MawdhuÆi. Kairo: Maktabah Jumhuriyah, 1976. 

Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 
1998. 

Mo Limo, istilah lima larangan agama dalam interpretasi bahasa 
Jawa, yaitu×: madon, madat, main, mabok, dan maling. Bila 
dicermati, kelima  macam larangan agama  ini,  terbukti  
dapat  mnerusak  tatanan  sosial,  maka  sering  disebut  
sebagai penyakit  sosial.  Sekarang  Indonesia  sedang  
menderita  (rakyatnya),    sick  society, karena indikatornya 
sudah jelas, yaitu perjudian merajalela, begitu pun, 
prustitusi, dan mabok (miras dan narkoba tidak terkendali 
lagi), maling, lebih-lebih lagi, tidak saja kelas tri tapi kelas 
kakap,   berita tentang korupsi selalu menghiasi headline 
media masa nasional. 
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Modern Times, ed. C.E. Bosworth, Charles Issawi, Roger 
Savory and A.L Udovitch, Princeton, The Darwin Press, 1989. 
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Foundation, 2003. 

Muhammad Jamal al-Din al-Qasimy. Mahasin al- Takwil, Juz. 17, 
(t.tp, Dar IhyaÆ al-kutub al-ÅArabiyah Isa al-Baby al-Halaby 
wasyurakauhu. 1960). 

Muhsin Al-Maili, Roger Graudy Wa Al-Musykilah Ad-Diniyah, 
(Bairut×: Dar Qutaibah, 1993), h. 123-141.Mengenai kritik 
terhadap agama ini dapat pula dibacaE.E.Evans Pritchard, 
Teori-teori tentang Agama Primitif, (Yogyakarta: Pusat 
Latihan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1984), h. 
106-111, bandingkan juga, Betty R. Schraf, The Sosiological 
Study of Religion, (London: Hutchinson University Library, 
1970), h. 88-92., Muhammad Qutub, Evolusi Moral, 
(Surabaya: Al-Ikhlas,  1995),  h.  54-55.,Komaruddin  Hidayat,  
Tragedi  Raja  Midas  Moralitas Agama dan Krisis 
Modernisme. Jakarta: Paramadina, 1998. 

Muin Salim, Abd. Fiqh Siyasah×: Konsepsi kekuasaan politik dalam 
al-qur·an. Jakarta: Rajawali Pers, 1995. 

Mukallaf  ialah  orang  yang  telah  diberatkan  dengan  kewajiban  
agama, karena telah dewasa dan berpikiran sehat. 

Müller, W. Party patronage and party colonization of the state. 
Handbook of Party Politics, 2006. 

Murthada Muthahhari menegaskan, bahwa nilai dan esensi 
manusia adalah ruhnya. Lihat,  Murthada Muthahhari, 
Manusia Seutuhnya Studi Kritis Berbagai Pandangan 
Filosofis. Bangil: Yapi, 1995. 

Musdah Mulia. Negara Islam Pemikiran Politik Husein Haikal. 
Jakarta: Paramadina, 2000. 

Muslim,   Al-JaamiÆush-Shahih,  (Shohih   Muslim). Singapore: 
6XODLPDQ�0DU·L�� 

Mustofa Muhammad Asy-SyakÆah. Islam Tidak Bermazhab, terj. 
A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1994. 
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Nama nama kiai yang memdukung berbagai parpol tersebut, lihat 
ibid. 

Nampaknya  mempertanyakan  mitos  mayoritas  Muslim  dalam  
konteks politik selalu menarik didiskusikan. Mengapa partai 
Islam kalah, mengapa umat Islam tidak  bisa  bersatu.  
Mengapa    ketika  ditanya  tentang  posisi  agama  dalam  
negara jawabannya simbiosis mutualistis, tetapi praksisnya 
adalah pragmatisme yang dilaksanakan. Menurut sebagian 
pengamat politik, gagalnya partai-partai berbasis agama 
dalam mendulang suara mengidikasikan bahwa politik 
aliran sudah ditinggalkan, rakyat Indonesia, apa pun 
agamanya, atau alirannya berpendapat bahwa rumusan  
nilai-nilai yang dijadikan  dasar Negara Republik Indonesia 
sudah tuntas dengan ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal 
18 Agustus 1945. Lihat, Andree Feillard, NU vis-à-vis Negara 
Pencarian Isi, Bentuk dan Makna. Yogyakarta: LKiS, 1999. 

Nasution, Harun. Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran. 
Bandung: Mirzan, 1885. 

Negara  Madinah  ini  menjadi  implementasi  praksis  konsep  umat  
yang disinyalir oleh Montgomery Watt bahwa kala itu Nabi 
SAW., tidak saja sebagai Rasul tapi   sekaligus   sebagai   
Kepala   Negara.   Lihat,   William   Mobntgomery   Watt, 
Pergolakan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Beunebi Cipta, 
1987. 

Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang 
mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama 
atas nama masyarakat yang dikomandani oleh presiden. 
Bandingkan dengan pernyataan Roger H. Soltau berikut 
F7KH�VWDWH�LV�DQ�DJHQF\�RU�DXWKRULW\�PDQDJLQJ�RU�FRQWUROOLQJ�

these (common) affairs on behalf of and in the name of the 
communityÅ. Lihat, dalam bukunya Education for Politics. 
London: Green& Co, 1961. 

Negara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti   
1). sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai 
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kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat 2). 
Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah 
tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan 
pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, 
berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. 
Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta×: Balai Pustaka, 1995), h. 685. 
Sejalan  dengan  uraian Hikam tersebut, Gove mendefinisikan 
QHJDUD� PHUXSDNDQ� F.XPSXODQ� VHMXPODK� RUDQJ� \DQJ�

mendiami secara permanen suatu wilayah tertentu dan 
diorganisasikan secara politik di bawah suatu pemerintahan 
yang berdaulat yang hampir sepenuhnya bebas dari 
pengawasan   luar   serta   memiliki   kekuasaan   pemaksa   
demi   mempertahankan keteraturan dalam masyarakat. 
Lihat, Philip Babcock Gove et al. (Eds.), WebsterÆs Third New 
International Dictionary of the English Languagee. 
Springfield, Massachussetts: G&C Merriam Company, 1961. 

Negara yang menyatakan netral agama, agaknya memandang 
bahwa tidak adanya suatu konsep negara Islam yang 
disepakati sepanjang sejarah. Hal yang demikian  ini  
membawa  kepada  timbulnya  berbagai  interpretasi  tentang  
apa  yang disebut dengan negara islam itu. Ketidak sepakatan 
ini, menurut Esposito, disebabkanoleh  beberapa  faktor,  
antara  lain:  Pertam,  Negara  Islan  yang  didirikan  Nabi  di 
Madinah yang dipandang ideal ternyata tidak membverikan 
suatu model terperinci. Kedua,  Pelaksanaan  khilafah  pada  
masa  Bani  Umayyah  dan  BaniÆAbbas hanya memberikan  
satu  kerangka  mengenai  lembaga-lembaga  politik  dan  
perpajakan. Ketiga, Pembahasan mengenai rumusan ideal 
(hukum Islam dan teori politik) hanya menghasilkan 
rumusan idealis dan teoritis dari suatu masyarakat yang 
utopian. Keempat, Hubungan agama dengan negara dari 
masa ke masa menjadi subjek bagi keragaman interpretasi. 
Lihat, John L. Esposito, Islam dan Politik. Jakarta: Bulan 
Bintang, 1990. 
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Nico Syukur Dister. Filsafat Kebebasan. Yogyakarta: Kanisius, 1988. 

noer, Deliar. Islam dan Politik. Jakarta: Yayasan Risalah, 2003. 

Noer, Dellar. Pemikiran Politik di Negeri Barat. Bandung: Mirzan, 
1998. 

Norris, P. & Inglehart, R. Sacred   and   secular:  Reexamining    the    
secularization    thesis.    New    York: Cambridge UP, 2004. 

Nugroho, Anjar, "Pemikiran Politik Amien Rais dan Abdurrahman 
Wahid, Laporan Penelitian, 2002. 

1XUFKROLVK� � 0DGMLG�� ´7KH� � ,VODPLF� � &RQFHSW� � RI� � 0DQ� � DQG� � ,WV�

Implications for the MuslimsÆ Appreciation of the Civil and 
political Rightsµ dalam Al-JamiÆah, No. 65/VI/2000. 
Yogyakarta: State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan 
Kalijaga, 2000. 

1XUFKROLVK�0DGMLG�� ´3HQJDQWDUµ� GDODP� � $KPDG� 6\DILÆi MaÆarif,  
Islam dan Masalah Kenegaraan×: Studi Tentang Percaturan 
dalam Konstituante. Jakarta: LP3ES, 1985. 

1XUFKROLVK� 0DGMLG�� ´$JDPD� GDQ� (WLND� %LVQLV� DQWDUD� .HPDXDQ�

3ROLWLN�GDQ�.HWHODGDQDQ�.HSHPLPSLQDQµ� dalam Elza Peldi 
Taher. 

Olivier Roy, The Failure of Political Islam, Cambridge, 
Massachusetts, Harvard University Press. 1994. 

Omega merupakan huruf terakhir abjad Yunani dan lambang 
tujuan abadi. Paparan di atas merupakan salah satu contoh 
yang menarik tentang bagaimana alam semesta bisa terkait 
dengan Yang-Berada yang biasanya kita sebut Tuhan. 

Orang yang cinta harta, tahta dan wanita disebut bermegah-megah 
dan telah melalaikan dirinya dari kewajiban agama. Lihat al-
QurÆan surat at-Takatsur   ayat pertama. 

Pabottingi, Mochtar. Tentang Visi, Tradisi, dan Hegomoni Bukan 
Muslim: Sebuah Analisis dalam Mochtar Pabottingi (Ed), 
Antara Vis, Tradisi, dan Hegomoni Bukan Muslim. Jakarta: 
Yayasan Obot Indonesia, 1986. 
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Pandangan  Jakob  ini  telah  dimodifikasi  sedemikian  rupa,  
dengan  tidak mengurangi substansi, telah dilakukan 
penambahan dan perluasan kalimat untuk penyesuaian.   
/LKDW�� � � -DNRE� � � 2HWDPD�� � � ´.RQWURO� � � 0DV\DUDNDW� � � GDQ���

3HUWXPEXKDQ� 0DV\DUDNDW� %LVQLVµ� GDODP� (O]D� 3HOGL� 7DKHU�

(Ed.), Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi 
Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru. Jakarta: Paramadina, 
1994. 

Pandangan  yang  bersifat  tunggal,  yakni  pandangan  bahwa  
semesta  itu merupakan satu satuan tunggal, dengan kata 
lain, bahwa materi dan alam pikiran itu satu. Lihat, 
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 
Pustaka, 1995. 

Pandangan atau pernyataan sikap yang mengejek atau memandang 
rendah, atau gagasan yang tidak melihat satu kebaikan apa 
pun dan meragukan sifat-sifat baik yang ada pada manusia. 
Lihat, Depdikbud. 

Pandangan ini bersumber dari Margoliouth, seorang Yahudi yang 
menjadi Guru Besar Bahasa Arab di Inggris, sebagai 
argumentasinya untuk pemisahan negara dan  agama  ia  
PHUXMXN��GRNWULQ��,QMLO��´%HULNDQ��NHSDGD��.DLVDU��DSD��\DQJ��

menjadi haknya, dan berikan kepada Tuhan apa yang 
menjadi hak-1\Dµ�/LKDW��'KL\DÆ  al-Din al-Rais, Islam dan 
Khilafah Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan 
dalam Islam Syekh Ali Abdul Raziq. Bandung: Pustaka, 1985. 

Pandangan ini disampaikan oleh Eggy Sujana (salah seorang aktivis 
muslim yang memimpin sarikat pekerja muslim) dalam 
6HPLQDU� VHKDUL� F,VODP� /LEHUDO� GDQ� ,VODP� )XQGDPHQWDOÅ 
Forum Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta,   bekerjasama dengan Indonesia-
Netherlands Cooperations in Islamic Sutdies (INIS- 
Universiteit Leiden), 2002. 

Pangeran Edward Syah Pernong. Kepaksiaan dimaksudkan dapat 
mempersatukan, di Lampung Barat perasaan dan rasa 
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kesatuan begitu nyata, begitupun dalam pemilu setiap 
individu memiliki keeratan dan berkomitmen apabila 
PHQGXNXQJ�VDODK�VDWX�FDORQµ� 

Partai politik (wahana para politisi berkiprah), sebagai peserta 
pemilihan umum  memiliki  kesempatan  memperjuangkan  
kepentingan  rakyat  secara  luas, mengisi lembaga-lembaga 
negara dan  untuk  pemerintahan. Oleh  karenanya partai 
politik harus dapat melakukan fungsinya sebagai media 
pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan 
penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil 
akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. 
Maka termasuk tanggung jawab partai untuk menentukan 
siapa yang akan menjadi caleg dan capres/cawapres dalam 
pemilu, apakah politisi busuk atau politisi yang baik. Untuk 
itu kategorisasi politisi busuk yang diprediksikan oleh Nabi 
menjadi signifikan untuk dikaji, sebagai dasar pijakan bagi 
para konstituen dalam pemilu. 

Passas, N. Continuities in the anomie tradition. In The legacy of 
anomie theory (pp. 91²112). Routledge, 2020. 

Paternalistis di sini artinya bersifat kebapakan. 

Patti  Hathaway. Memberi  dan  Menerima  Kritik  Membangun  
Komunikasi Konstruktif. Jakarta: PPM, 2001. 

Paul Tillich. Teologi Kebudayaan Tendensi, Aplikasi dan 
Komparasi,terj. Miming Muhaimin. Yogyakarta: IRCiSoD, 
2002. 

PDIP adalah turunan dari PDI yang pada zaman Orde Baru 
merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Parki, IPKI dan Partai 
Murba. PNI³partai priyayi berbasis abangan-kejawen.   
Abangan   secara umum digunakan untuk menyebut umat 
Islam KTPÅ, atau yang tetap mempunyai ikatan yang kuat 
dengan budaya Jawa pra-Islam. Kelompok ini kadang-
kadang menjadi bagian dari golongan kepercayaan, 
kebatinan atau kejawen, yang bervariasi dari filsafat hingga 
parapsikologi. Lihat, Lihat, Andree Feillard, NU vis-à-vis 
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Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, (Yogyakarta×: LkiS, 
1999), h. 455-457. Baca juga, Robert Jay, Religion and Politics 
in Rural Central Java. New Haven: Southeast Asia Studies, 
Yale University, 1963. 

Pejabat  yang  melakukan  aniaya  termasuk  pejabat  yang  
melaukan  suap untuk memperoleh kedudukan dengan cara 
menyogok pejabat yang memegang kebijakan menentukan, 
dikatakan perbuatan aniaya karena dampaknya begitu luas 
dan merugikan  rakyat  banyak,  sebab  dengan  cara  
demikian  boleh jadi  ia  tidak  layak berdasarkan beberapa 
pertimbangan untuk itu.Penyuapan adalah upaya seseorang 
memberikan sesuatu kepada pihak lain   dengan maksud 
memengaruhi pihak yang diberi agar memberikan perhatian 
istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Oleh 
karenanya Rasulullah SAW memperingatkan bahwa 
perbuatan itu adalah perbuatan yang dilaknat, sebagaimana 
bunyi hadis berikut ini×; ´Dari Tsauban Radhiallahu ÅAnhu 
berkata×:ÆRasulullah melaknati penyuap, penerima suap dan 
PHGLDWRU�DQWDUD�NHGXDQ\D�µ� 

Pembagian dari tiap-tiap zaman, merujuk pada Harun Nasution 
yang menetapkan periode klasik 650-1250 M, pertengahan: 
1250-1800 M, kontemporer: + 1800 M. Lihat. Harun Nasution, 
Islam: Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid 1. Jakarta: UI 
Press, 1974. 

Pemikiran Auguste Comte ini dikenal dengan teori tiga dimensi. 
Untuk pembahasan lebih jauh baca, Koento Wibisono, Arti 
Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte. 
Yogyakarta: UGM Press, 1983. 

Pemuka  agama  dalam  Islam  lazim  dipahami  sebagai  ulama.  
Secara etimologis , kata ulama berasal dari bahasa Arab  yang  
merupakan  bentuk jamak (plural) dari kata ÅDOLP�� EHUDUWL�
orang yang mempunyai ilmu, tanpa ikatan spesialisasi 
bidang. Namun, dalam perkembangannya kata ini 
mengalami penyempitan makna dengan mengkhususkan 
diri, pada spesialisasi ilmu agama. Bahkan dalam beberapa 
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kasus,  harus  ditambah  persyaratan  mempunyai  pengikut  
yang  banyak.  Sinonim dengan pengertian ini, ada kiyai, 
anjengan, buya, tuan guru dan sebagainya. Abuddin Nata  
memberi  batasan,  ulama  sebagai  orang  yang  memiliki  dan  
menguasai  ilmu agama  secara  mendalam  dan  
mengamalkannya  dengan  sungguh-sungguh  serta keadaan  
tersebut  diakui  oleh  masyarakat.  Lihat,  Abuddin  Nata,  
Peta  Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia. Jakarta: 
Rajawali Pers, 2001. 

Pendapat DhaiaÆ al-Din al-rais ini dikutip dari bukunya ´al-
Nazhariyat al- Siyasah al-Islamiyahµ oleh M. Yusuf Musa 
dalam Politik dan Negara dalam Islam. Surabaya: Al-Ikhlas, 
1990. 

Pendekatan framing yaitu sebuah metode analisis yang membuka 
peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik 
dan kultural, juga memelihara kelangsungan   kebiasaan   
mengklasifikasi,   mengorganisasi,   dan   menginterpretasi 
secara   aktif       pengalaman-pengalaman   hidup   untuk   
dapat   dipahami,   yang memungkinkan   individu   dapat   
melokalisasi,   merasakan,   mengidentifikasi   dan memberi 
label terhadap peristiwa-peristiwa . Secara ringkas analisis 
framing ini dapat disebut  sebagai  seleksi,  penegasan,  dan  
eksklusi  yang  ketat.  Lihat,  Alex  Sobur, Analisis Teks Media 
Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik 
dan Analisis Framing. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001. 

Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Nabi 
harus dimaknai sebaga fenomena sekular meskipun secara 
fungsional seorang khalifah memiliki tanggung jawab 
keagamaan. Sejak itu sampai saat ini, termasuk ketika isu 
khilafah muncul permukaan, watak dan kepemimpinan 
politik dalam Islam bersifat sekular. University. 

Penggunaan term jiwa, dalam postulat keabadian jiwa adalah untuk 
menyebut totalitas manusia. Hal ini dapat dijumpai pada 
suratal- Baqarah/2:61 dan 123, Yusuf/12:54, adz-Dzariat/ 
51:21,  an-Nahl/ 16: 111.. Manusia adalah makhluk yang 
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memiliki dua dimensi, yaitu jiwa dan raga. Tanpa jiwa 
dengan fungsi-fungsinya, manusia dipandang tidak 
sempurna, dan  tanpa  jasad,  jiwa  tidak  dapat menjalankan  
fungsi-fungsinya.  Jasad mengalami kehancuran, sedangkan 
jiwa bersifat abadi. Di alam akhirat nanti jiwa  akan 
dipertemukan lagi  dengan badan.  Q.S  at-Takwir/  81:7.  
Untuk konfirmasi lebih lanjut, lihat: Achmad Mubarok, 
Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern Jiwa dalam Al-
QurÆan, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 46-52. 80Q.S. 22: 23; 
39: 73-75; 57: 12; 98:8. 

Penjelasan  yang  lebih  detil  tentang  hal  ini,  dapat  dibaca  pada:  
Harun Hadiwiyono, op.cit., h. 68-71. Justus Hartnack, op.cit., 
h. 33-36. Kees Bertans. 

Penjelasan yang lebih memadai dan lebih luas dapat dilihat, A. 
Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah 
(Syariah). Jakarta: Rajawali Pers, 2002. 

3HUOX��GLWDQGDVNDQ��GL��VLQL���EDKZD��´'HPRQVWUDVLµ��EHUVLIDW��H[WUD�

konstitusional yang legal, demikian kata Dr.Syahrir dalam 
acara Who want to be the presiden di TPI, Minggu 26 Januari 
2003. Dalam wacana negara demokrasi modern, demonstrasi 
merupakan salah satu pilarnya dan media massa adalah 
salah satu pilar negara modern di samping lembaga ekskutif, 
legeslatif dan yudikatif. 

Pernyataan  Komaruddin  Hidayat  pada  acara  Bincang-Bincang  
ANTV, bersama Tamrin Tamagola dan Sudirman Said. 7 Juni 
2002. 

Pernyataan  Susilo  bambang  Yudoyuno  (SBY),  Presiden  RI  ke-6  
ini, disampaikannya pada Wawancara Metro Pagi dalam 
acara ulang tahun ke-4 Metro TV dan Program 100 hari SBY 
bersama reporter Najwa Shihab, 2004. 

Pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal, 
biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya, 
dapat pula berarti pusaka, sesuatu benda yang bertuah, yang 
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gaib.Lihat, Louis MaÆluf, Al-Munjid Fi Allughah wa al- 
AÆlam. Baerut: Dar Al-Masyrit, 1975. 

Poedjawiyatna. Pembimbing Ke Arah Alam Filsafat. Jakarta: 
Pustaka Sarjana, 1980. 

Political identity merupakan kontruksi yang menentukan posisi 
kepentingan subjek didalam ikatan suatu komunitas, politik 
sedangkan  political identity  mengacu pada mekanisme 
politik pengorganisasian  identitas ( basik identitas politik 
maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. 

Politik yang diartikan alat untuk mencapai tujuan kerakyatan tidak 
dapat berjalan pada praktiknya apabila tidak terdapat 
legitimasi dan konsensus. 

Posisi  kunci  dan  strategis  ini  dalam  perspektif  Islam,  karena  ia 
berkedudukan sebagai ulil amri, dan karenanya ia ditaati 
setelah Rasulullah SAW dan Allah SWT. Lihat  Q.S 4×: 59. 

Postulat adalah kebenaran-kebenaran atau proposisi yang tidak 
dibuktikan akan   kebe-narannya   oleh   ilmu   yang   
bersangkutan;   kebenaran   ini   merupakan kebenaran 
pinjaman dari ilmu lain. Justru ilmu lain inilah yang harus 
membuktikan kebenaran-kebenaran postulat-postulat dari 
semua ilmu. Lihat, Agus Makmurtomo dan B. Soekarno, 
Ethika (Filsafat Moral), (Jakarta: Wira Sari, 1989), h. 19. 
Bandingkan dengan Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: 
Sebuah Pengantar populer. Jakarta: Sinar Harapan, 1985. 

PRC, P. R. C. Latest Trends in Religious Restrictions and Hostilities. 
Pew Research Washington, DC, 2015. 

Prinsip  Nahi  Mungkar  ini  disebut  juga  kritik  sosial  oleh  
Komaruddin Hidayat,  sebagai  dimensi  keniscayaan  dalam 
orientasi  dakwah  keagamaan.  Lihat, Komaruddin Hidayat 
Tragedi Raja MidasMoralitas Agama dan Krisis Modernisme, 
(Jakarta×: Paramadina, 1998) h. 37-38. 27Azyumardi Azra, 
Islam Substantif. Bandung: Mizan, 2000. 
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Prinsip-prinsip  kepatutan  dalam  pemerintahan  adalah  sebagai  
berikut: perlakuan yang korek, penelitian yang seksama, 
prosedur keputusan yang seksama, keputusan yang bajik 
dan bijak, persamaan dan kesamaan, keterpercayaan, 
pertimbangan yang masuk akal dan adil serta fair play. Lihat, 
Ermaya Suradinata, Pemimpin dan Kepemimpinan 
Pemerintahan Pendekatan Budaya, Moral dan Etika. Jakarta: 
Gramedia, 1997. 

3UL\RQR��GDODP��SURORJ�����\DQJ��EHUWHPDNDQ��´3HULIHUDOLVDVL�� Oposisi  
dan Integrasi  Islam  di  Indonesia:  Menyimak  Pemikiran  
.XQWRZLMR\Rµ� � GDODP� .XQWRZLMR\R�� 3DUDGLJPD� ,VODP�

Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Mizan, 1996. 

Prothero, S. A nation of religions: The politics of pluralism in 
multireligious America. Univ of North Carolina Press, 2007. 

Q.S.  al-Baqarah/  2:  260;  Ali-Imran/3:  156;  al-AÆraf/7:  158;  at- 
Taubah/9: 116; Yunus/10: 56;al-Mukmin /40: 68. 

Q.S. 22: 23; 39: 73-75; 57: 12; 98:8. 

Q.S. al-Anfal/8: 24; an-Nahl/16: 97. 

Q.S. al-Baqarah/ 2: 255; al-Mukmin/ 40: 65. 

Q.S. al-Maidah/ 5: 20. 

Q.S. al-Zalzalah/ 99: 7-8. 

Q.S Hadid ayat 25. 

Q.S.al-Maidah/5: 35. 

R. Williyam Liddle, Islam, Politik dan Modernisasi, (Jakarta; 
Pustaka  Sinar Harapan, 1997), hal 68. kebijakan semacam ini 
meningkatkan pada kebijakan politik yang pernah ditempuh 
oleh pemerintahan kolonial belanda. Mengenai hal ini Lihat 
Harry J. Benda, The Crescent And The Rising Sun;. 
Indonesian Islam Under The Japannese Occuppartion 1942-
1945 (The Hague and Bandung: W. Van Hoeve Ltd,1958). 
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Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta: 
Pustaka Panjimas, 1992) h. 26. Lebih tegas lagi, terlihat bahwa 
Djatnika menyamakan antara etika dengan akhlak ketika ia 
menterjemahkan pengertian etika yang ada dalam 
Ensyclopaedia Britannica berikut LQL��´(WKLF�LV�WKH�V\VWLPDWLF�
VWXG\� RI� WKH� QDWXUH� RI� YDOXH� FRQFHSWV�� ´JRRGµ�� ´EDGµ��

´RXJKWµ��´ULJKWµ��´:URQJµ��HWF��$QG�RI�WKH�JHQHUDO�SULQFLSOHV�

whichjustify us in applying them to anything; also called 
´PRUDO�SKLORVRSK\µ��$UWLQ\D��´,OPX�DNKODN�LDODK�VWXGi yang 
sistematik tentang tabiat dari pengertian-pengertian nilai 
¶EDLN·��¶EXUXN·��¶VHKDUXVQ\D·��¶EHQDU·��¶VDODK·��GDQ�VHEDJDLQ\D�

dan tentang prinsip-prinsip yang umum yang membenarkan 
kita dalam mempergunakannya terhadap sesuatu; ini disebut 
juga filsafat PRUDOµ��/LKDW��5DFKPDW�'MDWQLND��6LVWHP�(WKLND�
Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992) h. 26.  
Rachmat  Djatnika,  Sistem  Ethika  Islam  (Akhlak  Mulia),  
(Jakarta:  Pustaka Panjimas,  1992),  h.  29-30.  Bandingkan,  
Encyclopaedia  BritaQQLFD���´HWKLFVµ���-LOLG�9,,,��(��K�������/LKDW�
juga, Ahmad Charris Zubair, yang mengartikan akhlak 
dengan moral, etika, watak, budi pekerti, tingkah laku, 
perangai dan kesusilaan, dalam bukunya, Kuliah Etika, 
(Jakarta: Rajawali, 1990) h. 14. Dalam webster disebutkan, 
pengertian etka berarti kumpulan nilai-nilai yang berkenaan 
dengan baik dan buruk, berarti juga akhlak atau moral. Lihat, 
Kamus Webster. United State Of America: William Collins 
Publisher, 1980. 

Rahardjo, Dawam. Ensiklopedi Al-Quran Tafsir Sosial Berdasarkan 
Konsep-konsep Kunci. Jakarta: Paramadina, 2002. 

³³³��6\XUD�GDODP�8OXPXO�4XU·DQ��9RO�������YRO� 

Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an 
Intellectual Tradition. Chicago and London: University of 
Chicago Press, 1982. 

Rahman, Fazlur, Islam, New York, Chicago, San Fransisco, Holt, 
Reinhart, Winston, 1966. 
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Rahman, M. T. Sosiologi Islam. Prodi S2 Studi Agama- Agama UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. 

5DKPDQ�� 7�� 5DKPDQ�� 7�� �������� ·,QGLDQL]DWLRQ·RI� ,QGRQHVLD� LQ� DQ�

Historical Sketch. International Journal of Nusantara Islam, 
2013. 

Rais,  M.  A. Agenda  mendesak  bangsa:  selamatkan Indonesia! PT 
Mizan Publika, 2008. 

Rais, M. Amien. Tidak Ada Negara Islam: Panji Masyarakat. 1982. 

Ratapan atau jeritan suara hati sang penyair ini muncul,  menurut 
penuturan Rachmat  Djatnika,  adalah  karena  ia  melihat  
fakta  dan  realita,  yaitu  kejatuhan Andalusia  di Spanyol  
yang  pada masa  jayanya  memiliki  keajaiban  dunia dengan 
istana  Al-Hambra,  mesjid  Cordova.  Andalusia  pun  telah  
melahirkan  tokoh-tokoh besar  seperti  Ibnu  Rusyd,  Ibnu  
Hazm,  Al-Qurthubi Ibnu  Al-Å$UDEL�GDQ��ODLQ-lain. Namun, 
pada tahun 1492, negeri itu hilang kejayaannya, umat  Islam 
lenyap  dari Andalusia, disebabkan oleh ulah para 
pemimpinnya yang tidak bertanggung jawab terhadap nasib 
umat, melainkan saling bertengkar memperebutkan 
kedudukan dan kepentingan sendiri-sendiri, padahal musuh 
mengintai. Mereka lupa akan kewajiban- kewajibannya 
sebagai pemimpin terhadap nasib masyarakat dan 
bangsanya. Akhirnya mereka dapat dihancurkan oleh Raja 
Ferdinan dari Aragon dan sekutunya raja dari Castila. Lihat, 
Rachmat Djatnika, Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam 
(Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 14-15. 
Konfirmasi tentang Andalusia ini dapat juga dilakukan pada, 
Harun Nasution (Ket.Tim), Ensiklopedi Islam Indonesia. 
Jakarta: Djambatan, 1992. 

Raziq, Ali Abd. Al-blam wa Usul Al-+XNP�� .DLUR�� 0DWKED·DK�
Mishra, 1925. 

R.Eep  Saefullah  Fatah. Masalah  dan  Prospek  Demokrasi  di  
Indonesia. Jakarta: Ghallia Indonesia, 1994. 
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Rekomendasi  hasil  keputusan  Munas  Alim  Ulama  dan  Konbes  
18�� EHUDNKLU� 0LQJJX� ��� MXOL� ����� GL� MDNDUWD�� � � EDKZD� �́

koruptor dikategorikan sebagai pencuri, rampok, jaika ia 
muslim maka ia harus dihukum potong tangan   dan tidak 
EROHK�GLVHPEDK\DQJNDQ�NDODX� LD�PHQLQJJDOµ��6HEDJDLPDQD�

GLNXWLS�GDODP�´+HDGOLQH�1HZVµ��0HWUR�79���-DNDUWD������-XOL�

2002. Mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri ini, 
dalam koridor pemikiran hukum Islam, masih dalam 
perdebatan, ada yang memandang sebagai kias  dan perlu 
ditakwil ada yang sepakat mengambil arti tertulis. Di sini 
tidak akan mempersoalkan hal tersebut. 

Rene Descartes (1598-1650) dijuluki sebagai bapak pendiri filsafat 
modern dan terkenal sebagai matematikus, pantas 
menduduki tempat terhormat karena dua alasan. Pertama, 
karena usaha mencari satu-satunya metoda dalam seluruh 
cabang penyelidikan manusia. Kedua, karena ia 
memperkenalkan dalam filsafat, terutama karena penelitian 
itu konsep dan argumen yang sejak waktu itu digunakan 
sebagai prinip dasarnya. Lihat, Roger Scruton,   Sejarah 
Singkat Filsafat Modern dari Descartes Sampai Wittgenstein, 
terj. Zainal Arifin Tandjung, (Jakarta: Pantja Simpati, 1984). 
Jakarta: Pantja Simpati, 1984. 

Retno Lukito. Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia. 
Jakarta: INIS, 1998. 

5H\FKOHU��/��´&KDOOHQJHV�RI�3HDFH�5HVHDUFK��,QWHUQDWLRQDO�-RXUQDO of        
3HDFH� � � � � � � � 6WXGLHV�µ� ������

http://www.jstor.org/stable/41852935. 

Ridha, dan Rasyid. Al-Khilafah au Al-Imamah Al-Uzhma. Kairo: 
Al-Manar, 1341. 

Rifyal KaÆbah, ´Strategi Kebudayaan Islam Proyeksi Model Budaya 
Islam di Masa  Mendatangµ,Makalah Seminar. Jakarta, 1995. 

Rizwan, 2001. 
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Rogeer Scruton. Sejarah Singkat Filsafat modern dari Descartes 
sampai Wittgenstein. Jakarta: Pantja Simpati, 1986. 

Rummens, S., & Abts, K. Politiek extremisme en de weerbaarheid 
van de democratie. Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van 
Het Overlegcentrum Voor Ethiek, 2007. 

5XVWDP�GNN���´/60�GL�(UD�5HIRUPDVLµ��7RGD\Æs Dialog Metro TV. 
Jakarta, 2002. 

Sachiko  Murata, dan William  C.  Chittick. Trilogi  Islam  (Islam,  
Iman  & Ihsan, (Jakarta×: Raja Grafindo Persada, 1997). 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. 

Saeed Rahnema, Clerical Oligarchy and the Question of Democracy 
in Iran, Monthly Review. 

Saerozi, M. Historical study on the changes of religious and moral 
education in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 2014. 

Said Amir Arjomand. (ed), The Political Dimensions of Religion, 
Albany, New York, State University of New York Press, 1993. 

Salah seorang pemrakarsa paradigma sekularisWLN� DGDODK� ·$OL�
Abdur Raziq yang mengemukakan bahwa Islam tidak 
mempunyai kaitan apa pun dengan sistem pemerintahan 
kekhalifah-an termasuk kekhalifahan Al-Khulafa al-Rasyidin 
yang bukan sebuah sistem keagamaan atau keislaman, 
melainkan sebuah sistem duniawi. Isu sentral di antara 
pokok pandangan Abdur Raziq antara lain, "Islam tidak 
menetapkan suatu rezim pemerintahan tertentu, tidak pula 
mendesakkan kepada kaum Muslim sistem pemerintahan 
tertentu mereka harus diperintah tetapi Islam telah 
memberikan kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan 
negara sesua dengan kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi 
yang kita miliki, dan dengan mempertimbangkan 
perkembangan sosial dan tuntutan zaman. 

Salah seorang tokoh pemikir simbiosis, yaitu Al-Mawardi (w. 1058), 
dalam bukunya Al-Ahkam Al- Sulthoniyah, la menegaskan 
bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan 
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instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna 
memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan 
agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas 
yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. 
Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. 
Pemikir-pemikir lain yang dapat digolongkan pada 
pandangan simbiosis adalah Al- Gazali (dalam Nasihat Al-
Mulk). yang mengutarakan, jika Tuhan telah mengirim nabi-
nabi dan memberi mereka wahyu maka Dia juga mengirim 
mereka raja-UDMD� GDQ� PHPEHUL� PHUHND� ´NHNXDWDQ� OODKLµ��
Keduanya, antara Nabi dan raja, memiliki tujuan yang sama, 
yaitu kemaslahatan kehidupan manusia. 

6DOPDQ� � /XWKDQ�� ´$JHQGD� � GDQ� � 6WUDWHJL� � 5HIRUPDVL� � +XNXPµ����

dalam  M. Mahfud MD, (Ed.), Kritik Sosial dalam Wacana 
Pembangunan. Yogyakarta: UI Press, 1999. 

Salman Al-Audah dan Fadli Ilahi, Amar MaÆruf Nahi Mungkar. 
Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1993. 

6DWULDZDQ��´3',3�/DPEDU�'RPLQDVL�.XUVL�/HJLVODWLI��0XNKOLV�%DVri 
/RORV� NH� 6HQD\DQ�µ� �� 1RYHPEHU� ������

https://www.saibumi.com /artikel-93349-pdip-lambar-
dominasi-kursi-legislatif-mukhlis-basri-lolos-ke-
senayan.html. 

Sayid   Mujtaba   Musawi   Lari,   Etika   &  Pertumbuhan   Spiritual,   
terj. Muhammad Hasyim Assagaf. Jakarta: Lentera 
Basritama, 2001. 

Sayyid Quthb, Fi Dzilal al-QurÆan. Kairo: Dar Al-Syuruq, 1996. 

Scharffs, B. G. Scharffs, B. G. (2011). Four views of the citadel: The 
consequential distinction between secularity and secularism. 
Religion & Human Rights, 2011. 

Sebagai  contoh,  orang  melakukan  pelanggaran  etika  sosial  
dengan melakukan manipulasi data guna mendapatkan 
keuntungan uang yang berlimpah, dengan maksud uang 
tersebut akan digunakan mendirikan Yayasan Yatim Piatu, 
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umpamanya. Mendirikan Yayasan hal yang baik, tetapi 
memperoleh dana dengan cara manipulasi atau korupsi satu 
hal yang dilarang agama, dan tidak dapat ditolerir. 

Sebagai catatan, tentu saja hal ini tidak bisa digeneralisir, data 
diperoleh dari masyarakat  yang bersifat subjektif berbeda 
sudut pandang. Namun  demikian pernyataan mereka itu 
adalah bagian dari suara publik sebagai kritik sosial, juga 
patut didengarkan. Sifat sifat yang dikemukakan tidak 
berlaku untuk semua pejabat, mungkin  yang  dia  rasakan  
ada  di  antara pejabat  yang  kurang menjaga  integritas 
kepribadiannya seperti yang telah dipaparkan. 

Sebagai hajat asasi manusia, dalam kondisi bagaimanapun, agama 
akan senantiasa exist, Agama tidak akan berada di pinggiran 
dalam proses globalisasi sekalipun, apalagi tercerabut dari 
konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tumbuh 
dan berkembang. Dengan mengutip pernyataan Robert N. 
Bellah,   Bahtiar Effendy mengatakan, bahwa baik secara 
teologis maupun sosiologis, agama dapat dipandang sebagai 
instrumen untuk memahami dunia. Lihat,   Bahtiar Effendy, 
Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan 
Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos 
Kewirausahaan. Yogyakarta: Galang Press, 2001. 

6HEDJDLPDQD� GLQXNLONDQ� ROHK� Å$EGXO� :DKKDE� .KDOODI� GDODP�

bukunya al- Siasah al-SyarÆiyyah. Bairut: Mu·assasah Ar-
Risalah, 1984. 

6HEDJDLPDQD� VDEGD� 5DVXOXOODK�� ´6HWLDS� RUDQJ� GL� NDODQJDQ� NDPX�

adalah pemimpin, dan setiap orang akan dimintai 
pertanggung-DZDEDQQ\D�WHQWDQJ��\DQJ�GLSLPSLQQ\Dµ���+�5��
Bukhari dan Muslim). Lihat, Salim Bahreisyi, Riadhus 
Shalihin. Bandung: Al-0D·DULI������� 

Sebuah  hadis  Nabi  menegaskan  bahwa  amal  perbuatan/ibadah  
yang pertama kali dihitung pada hari kiamat kelak adalah 
sholatnya, apabila shalatnya baik maka baik pulalah semua 
amal perbuatannya, sebaliknya jika sholatnya tidak beres, 



931 
 

maka segenap aktivitas kesehariannya pastilah juga ada hal 
yang tidak beres. Karena memang sholat yang beres itu 
sudah menjadi garansi dari Allah SWT dapat mencegah 
seseorang dari melakukan perbuatan munkar, perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh agama, dan itu pada umumnya 
juga bertentangan dengan adat istiadat, hukum positif, etika 
sosial dan perundang-undangan. Dan orang yang beriman 
yang melakukan perbuatan baik, maka Allah akan 
memberikan kehidupan yang baik pula kepadanya (al-
QurÆan Surat an-Nahl ayat 97. Orang yang integritas 
keagamaannya kuat (istiqomah)  pastilah  ia  menjadi  
pembela  kebenaran  yang  berani  (al-QurÆan surat Thahaa  
ayat 112. 

Sebut   saja   sebagai   kasus,   peristiwa   penganiayaan   polisi   
terhadap mahasiswa yang sedang melakukan orasi 
demonstrasi menentang kasasi Akbar Tandjung di depan 
gedung Mahkamah Agung, pada tanggal 12 Februari 2004, 
yang menelan korban luka berat sampai belasan orang dan 
puluhan orang menderita luka ringan, kesemuanya 72 orang, 
tetapi menurut polisi hanya 7 orang. 

Sebut saja sebagai contoh adalah Sukarno yang dianggap sebagai 
VDODK�VHRUDQJ��SLPSLQDQ��FJRORQJDQ��QDVLRQDOÅ  itu  ternyata  
tidak sepenuhnyaÅ mengosongkan kehidupan politik 
kenegaraannnya dari nilai-nilai Islam³betapapun 
simbolisnya, kata Bahtiar Effendi, bahwa Sukarno 
meruipakan kepala Negara yang pertama kali melafdalkan 
ayat-ayat al-4XU¶DQ� GL� IRUXP� LQWHUQDVLRQDO� VHSHUWL� 3%%��
Demikian pula dalam konteks Indonesia, dia memulai 
penyelenggaraan perayaan hari- hari besar Islam di Istana 
Negara. Dia juga yang mendirikan masjid di kompleks Istana 
Negara. Lihat, Bahtiar Effendy, Re-Politisasi Islam Benarkah 
Islam Berhenti Berpolitik×? Bandung: Mirzan, 2000. 

Secara  global  konsep  hisbah  dalam  Islam  adalah  petunjuk  teknis  
dan pelaksanaan dari kewajiban amar maÆruf nahi munkar, 
yang mengandung wewenang yang  dalam  bidang  nahi  
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munkar  meliputi  pencegahan  penipuan  di  pasar,  seperti 
masalah timbangan, sukatan, ukuran, menjual barang yang 
telah rusak tetapi tidak diketahui oleh pembeli, serta 
mencegah tindakan-tindakan yang merusak moral; dan 
dalam  bidang  amar  maÆruf; seperti  pemberitahuan  tentang  
masuk  waktu  shalat, berpuasa, imsak dan sebagainya. Ibn 
Khaldun, sebagaimana dikutip oleh tim penulis Ensiklopedi 
Islam Indonesia ,menjelaskan bahwa tugas hisbah yang 
merupakan tugas keagamaan itu adalah merupakan 
kewajiban bagi badan yang mengurus kaum muslimin. 
Tugasnya adalah menyelidiki adanya kemunkaran dan 
mengoreksinya, menertibkannya dan berusaha agar orang 
mau hal-hal yang berguna bagi kepentingan umum, dan 
menjauhkan diri dari yang merugikan mereka. Bacaan lebih 
luas dapat dilihat,  Ahmad  ibn  Taiymiyyah,  al-Hisbah  fi al-
Islam Wadzifatu  al-Hukumah  al- Islamiyah, ( Bairut: Dar al-
fikr al-Banany, 1992). Harun Nasution, et. al, Ensiklopedi 
Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 324-326. 
Untuk kasus Indonesia, agaknya lembaga resmi yang 
melakukan tugas hisbah ini adalah polisi, atau petugas- 
petugas khusus yang diberi tugas untuk hal tersebut. Seperti 
polisi khusus, dinas pasar, petugas retribusi dan lain-lain. 

Secara sederhana, manajemen adalah melaksanakan perbuatan-
perbuatan tertentu  dengan  menggunakan  tenaga  orang  
ODLQ���´0DQDJHPHQW��LV��VLPSO\��JHWWLQJ�WKLQJV�GRQH�WKURXJK�

SHRSOHµ� � � /Lhat, G.R. Terry, Principles of Management, 
Homewood, Illinois×: Richard D. Irwin Inc, 1977. 

Secara substansial, maksud diturunkannya al-QurÆan, menurut Al-
Zarqani, ada tiga hal utama, yaitu:   sebagai petunjuk bagi jin 
dan manusia, sebagai tanda pendukung kebenaran Nabi 
Muhammad Saw, dan agar makhluk-Nya menyembah 
dengan membacanya. Lihat,   Al-Zarqani, Manail al-Å,UIDQ��
Kairo: Isa al-Babi al- Halabi, 1972. 

Sekularisme  memiliki  pandangan  bahwa  Islam  hanya  
menyiapkan kebenaran keagamaan, ideal dari kehidupan 
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ruhani dan contoh dari kehidupan moral. Masyarakat harus 
dibebaskan dari ikatan-ikatan dan batasan-EDWDVDQ� V\DUL¶DK�
Tuhan, dan harus ada pemisahan urusan agama dengan 
Negara. Lihat misalnya kajian lebih lanjut, Alî Abd Râziq, al-
Islâm wa Ushûl al-Hukm×: Bahts fi al-Khilâfah wa al- 
Hukûmah fi al-Islâm. Baerut: Mansyûrât Dâr Maktabah al-
Hayât, 1978. 

Selain  Marx,  adalah  Sigmund  Freud  (1856-1939)  merupakan  
pengkritik agama yang lantang bicaranya dengan 
PHQJDWDNDQ� EDKZD� ´DVDO-usul agama adalah ilusi manusia 
dalam mengatasi represi yang mendesak dari alam bawah 
VDGDUQ\Dµ�� /LKDW�� (�(�(YDQV� 3ULWFKDUG�� 7HRUL-teori tentang 
Agama Primitif, (Yogyakarta: Pusat Latihan Penelitian dan 
Pengembangan Masyarakat, 1984), h. 106-111, bandingkan 
juga, Betty R. Schraf, The Sosiological Study of Religion, 
(London: Hutchinson University Library, 1970), h. 88-92. Jika 
Marx telah membicarakan agama dan moral, dengan 
kelemahan dan betapa mustahilnya untuk dijadikan nilai 
LQWULQVLN� GL� EDZDK� QDXQJDQ� NDMLDQ� ´LOPLDKµ� GDODP� ELGang 
ekonomi, maka Freud membicarakan tentang topik dan 
RULHQWDVL�\DQJ�VDPD�GL�EDZDK�QDXQJDQ�NDMLDQ�́ LOPLDKµ�GDODP�

bidang ilmu jiwa. Freud mengkaji bidang internal dan Marx 
bidang eksternal. Namun, mereka berdua berkesimpulan 
sama mengenai moral dan agama, sama-sama 
meremehkannya dan  menganggap  bukan  sebagai  nilai-
nilai intrinsik di dalam kehidupan  manusia, tetapi sebagai 
pembalikan terhadap sesuatu yang lain, yang pada 
prinsipnya bersifat material dan hewani. Lihat kritikan yang 
cukup tajam lebih lanjut pada, Muhammad Qutub, Evolusi 
Moral. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995. 

Seperti dituturkan oleh Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj dan 
Muhammad Iqbal dalam , Negara Ideal Menurut Islam 
Kajian Teori Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Modern. 
Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, 2002. 
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Seperti dituturkan oleh Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj dan 
Muhammad Iqbal dalam , Negara Ideal Menurut Islam 
Kajian Teori Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Modern, 
(Jakarta×: Ladang Pustaka dan Intimedia, 2002). 

Sesuai dengan arti kata kedXD�LVWLODK�LQL��SHQGHNDWDQ�´IRUPDOLVWLNµ�
cenderung mementingkan bentuk daripada isi. Pendekatan 
ini akan menampilkan konsep tentang negara dengan 
simbolisme keagamaan, seperti tampak pada model negara 
Islam dan atau partai Islam. Sebaliknya, pendekatan 
"substantivistik cenderung menekankan isi daripada bentuk. 
Dalam konteks konsep negara, mereka memusatkan 
perhatian pada mengisinya dengan etika dan moralitas 
agama. 

Shadily, H. Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. PT Bina Aksara, 
1983. 

Sikap adalah suatu reaksi efektif yang mengandung unsur 
kesukaan dan ketidaksukaan terhadap suatu objek. Sikap 
tersebut mengandung komponen kognitif, yakni keyakinan-
keyakinan, terutama keyakinan yang mengandung   unsur   
evaluasi,   seperti   penilaian   baik   buruk   terhadap 
objek.Lihat, Krech D., Crutchfield R.S., and Ballachey El., 
Individual and Society,   A   Text   Book   of   Social   
Psychology. Tokyo: Mc.Graw-Hill Kakagusha Ltd, 1962. 

Sistematika  parameter  ini  mengikuti  racikan  yang  telah  disusun  
oleh Choirul Fuad Yusuf, loc.cit., dengan beberapa 
modifikasi dan perluasan seperlunya. 

Sistematika  pembahasan  tentang  substansi  amar  maÆruf nahi  
munkar seperti ini mengadop sitematika pembahasan 
tentang hal tersebut yang telah dilakukan dan dibukukan 
oleh Abu Hamid al-Ghazali, IhyaÆ ÅUlum ad-Din, terj. Ismail 
Yakub, (Semarang:  CV.  Faizan,  1978), Cet.II,  Jilid  III,  h. 
452-607.  Alasan  pengambilan sumber dari al-Ghazali adalah 
karena kajian pemikirannya dianggap cukup memadai dan 
representatif untuk dirujuk, sebab dia adalah ulama terkenal 



935 
 

dan mumpuni, hingga saat ini masih diakui 
keintelektualannya oleh semua kalangan, baik bidang 
filsafat, fikih, teologi maupun tasauf. 

Sjadzali, M. Islam and governmental system: teachings, history, and 
reflections (Vol. 11). INIS, 1991. 

6MDG]DOL�� 0XQDZLU�� GDQ� 5DKLPDK�� ´3DQGDQJDQ� 3ROLWLN� 0DXGXGL�

7HQWDQJ� 1HJDUD� ,VODP�µ� ��� 0DUHW� ������ KWWS����

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1626/1/arab 
rahimah6.pdf. 

Smith, Donald Eugene, Religion and Political Development, Boston, 
Little, Brown and Co, 1978, him. 85. 

Socrates didaulat sebagai peletak dasar segala ilmu dan ia tidak 
memisahkan antara etika dan agama (baca: 
metafisika),menurut Kolbe, kehidupan etika, bagi Socrates, 
bertumpu pada dua sendi: hukum negara yang tertulis dan 
hukum ilahi yang tidak tertulis. Lihat, Ahmad Mahmud 
Subhi, Filsafat Etika Tanggapan Kaum Rasionalis dan 
Intuisionalis Islam. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001. 

Soekamo. Di bawah Bendera Revolusi. Jakarta: Panitia, 1964. 

Soerjono  Soekanto. Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum. Jakarta: 
Rajawali Pers, 1988. 

Sosial, hal yang berkenaan dengan masyarakat, Depdikbud, op.cit., 
h. 958. Jika dipadukan dengan etika menjadi satu frase maka 
yaitu, etika sosial, maka berarti etika yang membicarakan 
norma-norma hubungan sosial kemasyarakatan. 

Spruyt, H. Institutional selection in international relations: state 
anarchy as order. International Organization, 1994. 

Stephen  Palmquis. The    Tree  of  Philosophy  A  Course  of  
Introductory Lectures for Beginning Studens of Philosophy. 
HongKong: Philopsychy Press, 2000. 

Sudirman Tebba. Islam Orde Baru, Perubahan Politik dan 
Keagamaan. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993. 



936 
 

Sudirman Tebba, "Islam di Indonesia: dari Minoritas Politik Menuju 
Mayoritas Budaya; Jurnal Ilmu. 

Sudjono  Dirdjosisworo. Sosiaologi  Hukum,  Studi  tentang  
Perubahan Hukum dan Sosial. Jakarta: Rajawali Pers, 1983. 

Sukidi. Agama Sebagai Bekal PolitikÅ dalam, Frans M. Parera dan T. 
Jakob Koekrits, Demokratisasi dan Otonomi Mencegah 
Disintegrasi bangsa. Jakarta: Kompas, 1999. 

Sulama Kekumam Kediktatoran dan Demok Bandung Alumni 
Offset, 1981. 

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grafinda, 1992. 

³³³. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana 
Indonesia, 1992. 

Surwandono. Pemikiran Politik Islam. Yogyakarta: LPPI UMY, 
2001. 

Suryono Sukanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: UI Press, 
1970. 

6XVHWLDZDQ�� ´+DUPRQL�� 6WDELOLWDV�3ROLWLN�GDQ�.ULWLN�6RVLDOµ�GDODP�

Mahfud MD, et al. Kritik Sosial dalam Wacana 
Pembangunan. Yogyakarta: UI Press, 1999. 

Swidler, 1996. 

Syadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI Press, 1993. 

6\DIHL� 0D·DULI�� $KPDG�� ,EQ� .KDOGXQ� GDODP� 3DQGDQJDQ� 3HQXOLV�

Barar dan Timur. Jakarta: Gema Insani Press, 1996. 

6\DIL¶L� 0D¶DULI�� 0HQFDUL� $XWHQWLVLWDV� 'DODP� .HJDODXDQ�� 36$3��

Jakarta, 2004, hlm.. 3-4. Dalam sebuah hadits diilustrasikan 
sebagai berikut×:´Sebaik-baik manusia adalah yang paling 
berbuat baik kepada manusia lainnyaµ. (al-Hadits). 

Syahrin  Harahap. Islam ×:  Konsep  dan  Implementasi  
Pemberdayaan. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999. 



937 
 

Syamsudin, Din. Etika Agama dalam Membangun Masyarakat 
Madani. Jakarta: Logos, 2002. 

6\DQZDQL��0XQLIDK�� ´3HUEDQGLQJDQ� 3HPLNLUDQ� 3ROLWLN� ,VODP�$EX�

$·OD�$O-Maududi denge Pemikiran dan Gerakan Partal Bulan 
%LQWDQJ�GL�,QGRQHVLD�µ�8QLYHUVLWDV�,QGRQHVLD� 2004. 

Syarbini, Syahrial. Sosiologi   dan   Polilik. Jakarta: Ghallia 
Indonesia, 2002. 

7DEDK�0D\DQDK�� ´6WUDWHJL� 3ROLWLN� (WQLV� /DPSXQJ�0HPDQIDDWNDQ�

Liberalisasi Politik Dalam Rekrutmen Jabatan Publik di 
Provinsi Lampung Tahun 1999-�����µ������ 

Talal, A. Formations of the Secular: Christianity. Islam, Modernity, 
2003. 

Tamara, M. Nasir, dan Elza Peldi Taher. Agama dan Dioalog antar 
Peradaban. Jakarta: Paramadina, 1996. 

Taylor, C. A Secular Age. Cambridge, MA: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 2007. 

Teilhard de Chardin dijuluki sebagai filosuf pencari konvergensi. 
Dia seorang ahli geologi serta paleontologi dan pada bidang 
itu ia dianggap sebagai salah seorang sarjana   terbesar   di   
zamannya.   Dengan   cara   ringkas   sekali   ia   merumuskan 
kepercayaannya dalam karangan kecil Comment je crois 
(Bagaimana saya percaya): 1) Saya percaya bahwa dunia 
merupakan suatu evplusi; 2) bahwa evolusi adalah jalan 
menuju roh (noosphere); 3) bahwa roh (kesadaran) mendapat 
kepenuhannya dalam persona; 4) bahwa persona yang 
tertinggi adalah Kristus yang universal. Lihat,  P.A. Van Der 
Weij, Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia, terj. K. Bertens, 
(Jakarta×: Gramedia, 1988). 

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Memahami  Syariat  
Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000. 

Tentang  perbuatan  baik  dan  buruk  ini  Miskawaih  menyebutnya  
sebagai karakter (khuluk ) merupakan suatu keadaan jiwa. 
Keadaan ini menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau 



938 
 

dipertimbangkan secara mendalam, pertama  alamiah dan 
bertolak dari watak, kedua tercipta melalui kebiasaan atau 
latihan. Untuk bacaan lebih lanjut, lihat. Ibn Miskawaih, 
Tahzib al-$NKODN�� 7HUM�� +HOPL� +LGD\DW� � � ´0HQXMX�
.HVHPSXUQDDQ�$NKODN�µ�%DQGXQJ��0LU]DQ������� 

Tentang  sifat  egaliter  ini,  menurut  catatan  Nurcholish  Madjid, 
banyak sekali fakta sejarah yang berbicara di antaranya 
adalah cara-cara para khalifah  (al-KhulafaÆ   al-Rasyidun)  
dalam  membuat  keputusan  (decision making process), 
seperti dituturkan oleh Syeikh Muhammad al-Hudlari 
Beg:µKedua pemimpin senior (al-Syaikhan, yakni Abu Bakar 
dan Umar) itu bila mengajak musyawarah sekelompok 
orang, mereka mengajukan suatu pendapat   yang   diikuti   
umum   dan   tidak   ada   seseorang   pun   yang 
menyalahinya. Cara mengemukakan pendapat yang 
demokratis tanpa diskriminasi atau egaliter ini disebut 
konsensus (ijmaÆ). Ibid., h. 123. Untuk bacaan lebih lanjut, 
lihat, Syekh Muhammad al-Hudldari Beg, Tarikh al- TasyriÆ 
al-Islami. Beirut: Dar Al-Fikr, 1967. 

´7HRORJL� LVODP� 5DVLRQDO� DGDODK� WHRORJL� ,VODP� \DQJ� PHPSHUFDyai 
dua hal, yakni kemampuan akal manusia yang tinggi serta 
kebebasan kehendak dan  bertindak  bagi  manusia.  Pertama,  
kemampuan  akal  manusia  cukup tinggi. Maksudnya, akal 
manusia menempati posisi strategis dan peran dominan  
dalam  diri  manusia.  Karena,  akal  manusia  mampu  
mengetahui empat variabel pengetahuan hakiki, yaitu 
adanya Tuhan, kewajiban mempercayai adanya Tuhan, nilai 
baik dan benar dan kewajiban melakukan yang baik dan 
benar. Dalam hal ini, wahyu hanya berfungsi sebagai 
penguat dari kemampuan akal tersebut.Kedua, manusia 
memiliki kebebasan kehendak dan  bertindak,  yang  bersifat  
efektif  dan  aktual,  bukan  hanya  bersifat potensial. Tuhan 
tidak memiliki kekuasan absolut terhadap kehendak dan 
tindakan manusia, sebagaimana tergambara dalam ayat yang 
telah disebutkan di atas. Teologi Islam Rasional ini 



939 
 

dikembangkan secara intensif oleh masyarakat treologi Islam 
MuÆtazilah, Qadariyah dan Neo MuÆtazilah. Lihat Harun 
Nasution, Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa 
Perbandingan (Jakarta: UI Press, 1986) Cet.V. Harun 
Nasution, Akal dan Wahyu, (Jakarta: UI Press, 1988) M. 
%DKDUXGGLQ�� ¶5HIOHNVL� WHQWDQJ� .HEHEDVDQ� GDODP� 7HRORJL�

,VODP�5DVLRQDO�7HODDK�)LORVRILV�3HPLNLUDQ�+DUXQ�1DVXWLRQ�·µ�

PPs UGM, 2001. 

Terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam menghitung jumlah 
ayat al- Qur`an. Satu pendapat mengatakan 6.204, pendapat 
lain menyebutkan 6.214, ada juga yang mengatakan 6.219, 
6.225, 6.230, 6236 dan 6.616. Lihat Jalâl al-Dîn al-Suyûtî, al-
,WTkQ�IL�Å8O�P�DO-Qur`ân, I (Beirût: Dâr al-Fikr, 1979). Beirut: 
Dar Al-Fikr, 1979. 

T.H. Thalhas, et al. Tafsir Pase×: Kajian Surah Al-Fatehah dan Surah- 
surah dalam Juzz ÅAmma Paradikma Baru. Jakarta: Bale 
Kajian Tafsir Al-QurÆan Pase, 2001. 

´7KH� 3ROLWLFV� RI� HWKQLFLW\� DQG� ,GHQWLWLHV�µ� �� 1RYHPEHU� ������

http://www.academia. edu/3150565. 

Thoha, Zainal Arifin. Jagadnya Gus Dur Demokrasi, Kemanusiaan 
dan Pribumisasi Islam. Yogyakarta: Kutub, 2003. 

Tiga  pilar  demokrasi  modern  dibangun  di  atas     dasar  
kemufakatan, perwakilan dan musyawarah. 

Tilly, C. Citizenship,   identity   and   social   history. International 
Review of Social History, 1995. 

Tipton, Steven M. An American Paradox: The Place of Religion in 
an Ambiguous Polity. The Political Dimensions of Religion, 
ed. Said Amir Arjomand, Albany, New York, State University 
of New York Press, 1993. 

Tobroni, dan Saiful Arifin. Islam Pluralisme Budaya dan Politik. 
Yogyakarta: SI Press, 1994. 

Transendental pengetahuan ini oleh Kant dibagi menjadi dua bentk, 
yaitu transendental  elementer  yang  terbagi  atas  aestetik  



940 
 

dan  logik  dan  transendental metodek. Transendental aetetik 
menjelaskan syarat pengetahuan di mana pengetahuan 
indera harus memerlukan unsur apriori yang dinamainya 
ruang dan waktu. Transendental logik terbagi atas analitik 
dan dialektik, di mana dibahas pengetahuan akal budi. Pada 
analitik, Kant menunjukkan adanya kategori di dalam akal 
budi yang merupakan kondisi-kondisi pengetahuan yang 
perlu, sedang dalam transendental dialektik, bahwa ada sifat 
alamiah nalar untuk mengatur kategori guna mencipta satu 
kesatuan dengan mengumpulkan konsep-konsep menjadi 
putusan-putusan yang mungkin di bawah suatu aturan. 
Untuk lebih jelasnya Kant membedakan antara pemahaman 
dan penalaran. Bacaan lebih lanjut, lihat Poedjawiyatna, ibid., 
h.110. lihat pula, Justus Hartnack (translation), KantÆs Theory 
of Knowledge. Denmark: Harcourt, Brace & World, 1967. 

Tripp, Charle. Sayyid Quthub; Visi Politik; dalam Ali Rahnema 
(Ed.), Para Perintis Zaman Baru Islam. Bandung: Mirzan, 
1998. 

Tubiana, L., & Werstz & Kanounikof, S. Agriculture and the Rio 
Conventions. Agriculture and Development, 85. Wallace, A. 
(2013). Religion: An anthropological view. Random House, 
2007. 

Tufail  Ahmad  QuresyMetodologi-Metodologi dalam  perubahan  
Sosial dan Hukum Islam, dalam  Thohiruddin Lubis,  
Perspektif Muslim  tentang Perubahan Sosial. Bandung: 
Pustaka, 1988. 

Tulisan ini disadur dari buku karya Drs. S. Mujtaba, Peringatan 
Rasulullah SAW×: Ramalan Nabi Muhammad Tentang Tand-
tanda Zaman. Solo: CV. Aneka, 1994. 

Tulisan-tulisan Karl Marx tentDQJ�´SHQJKDSXVDQµ���DJDPD��QHJDUD��
keter- asingan atau kapitalisme dalam keseluruhannya, perlu 
dilihat dalam konotasi rangkap tiga dari kata kerja 
(menghapuskan, mengawetkan dan membesarkan). Dengan 
GHPLNLDQ� ´SHQJKDSXVDQµ� DJDPD� WLGDN� PHOLEDWNDQ�



941 
 

penghapusan secara sederhana bagaimanapun, akan tetapi 
keluarbiasaannya secara dialektika, sebab Marx sendiri 
mengakui bahwa agama merupakan lingkaran cahaya 
kekeramatan. Lihat, Giddens. 

Umar Syihab. Al-QurÆan dan Rekayasa Sosial. Jakarta: Pustaka 
Kartini, 1990. 

Umat yang terbaik di sini merupakan terjemah dari kata khairu 
ummah, dalam al-QurÆan hanya sekali saja disebutkan di 
antara 64 kata Ummah yang disebutkan, yakni dalam surat 
Ali ÅImran×:110. Lihat, Muhammad FuÆad Abd al-Baqy, al-
MuÆjam al-Mufahras li alfadz al-QurÆan al-Karim, ( 
Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), h.102-103. Panda 
umumnya para ahli tafsir, misalnya A. Yusuf Ali, dalam tafsir 
The Holy QurÆan, menafsirkan bahwa yang dimaksud 
dengan umat pilihan itu adalah kaum Muslim, yaitu yang 
memiliki ketiga kriteria yang secara eksplisit tergambar 
dalam ayat tersebut, yakni menyuruh kepada kebaikan, 
mencegah dari yang buruk dan beriman kepada Allah. 

Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik 
pasal 1, 2002. 

Unsur-unsur keimanan dalam Teologi MuÆtazilah dikenal dengan 
Ushul al- .KDPVDK��DWDX�´3DQFDVLODQ\D�0XÆtazilahµ, yaitu×: 
At-Tauhid, Al-ÅAdl, Al-WaÆd wa al- WaÆid, Al-Manzilah 
Baina al-Manzilataini, serta al-Amr bi al-MaÆruf wa an-Nahy 
Åan al-Munkar. Lihat penjelasan lebih lanjut pada, Qadhi al-
Qudhat. Abd al-Jabbar bin Ahmad, Syarh al-Ushul al-
Khamsah. Kairo: MathbaÆah al-Istiqlal al-kubra, 1965. 

Unsur-unsur negara dikenal tiga  hal, yaitu ×: (1) Wilayah  tertentu  
(2) Rakyat,  dan  (3)  Pemerintahan  yang  diakui..  Lihat,  Moh.  
Kusnadi  dan  Bintan  R. saragih, Ilmu Negara, Edisi Revisi. 
Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. 

Untuk   memperkuat   argumentasinya   ini,   Nurcholish   mengutip 
pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Brand  Blanshard,  
EHULNXW��LQL���´2QH��FDQ��VHH�UHIOHFWLRQ�WKDW�UHSHct for property 



942 
 

is bound up with one patern of life, and stealing with another; 
and that one cannot firly tear either out of that pattern and 
consider it out of the context. If, stealing is rigt, so is 
deception, which is normally a prt of it; so is the destruction 
of confidence; so is the disregard of other peopleÆs feelings, 
hope and desire. These futher practices are in principle bound 
up with it, and one can justify stealing without commiting 
oneself to these too. What one musk ask, therefore, is weither 
one is prepared to accept, not the single act but the pattern of 
action, the network of practice, to which this belongs. The 
plain man feels these implication even if he has never 
explicity traced them; that is why he is inclined, if you ask 
him why stealing is wrong, to say simply, why if this wriht, 
practically everything would be right the bottom would fall 
RXW� RI� PRUDOLW\�%UDQG� %ODQVKDUG�� ´0RUDOLW\� DQG� 3ROLWLFµ��

dalam Ricard T.De George, Ethics and Society. London: Mac 
Millan Co, 1968. 

Variabel dependen (terikat) adalah gejala yang muncul atau 
berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati, atau 
karena berubahnya variabel lain. Sedangkan variabel 
indefenden (bebas) adalah faktor atau hal atau unsur yang 
dianggap dapat menentukan variabel lainnya. 

WaKLG�� $EGXUUDKPDQ�� ´$JDPD� GDQ� 'HPRNUDVL�µ� ��� 6HSWHPEHU�
2003. http://Gus Dur.net. 

³³³�� ´'HPRNUDVL�'DODP� 3HQJHUWLDQ� .LWD�µ� ��� 6HSWHPEHU� ������

http://Gus Dur.net. 

³³³��´'HPRNUDVL��.HDGLODQ��GDQ�.HWHUZDNLODQD�µ����6HSWHPEHU�

2003. http://Gus Dur.net. 

³³³�� ´(VDL� Khusus Abdurrahman Wahid Masih Perlukah 
)RUPDOLVPH� $JDPD"�µ� ��� 6HSWHPEHU� ������ KWWS���*XV�

Dur.net. 

Watt, W. Montgomery. Islamic Political Thought. Einbrugh: 
Einburgh University Press, 1960. 



943 
 

Whatever the compatibility of Islam and democracy in theory, in 
practice they have rarely gone together. Samuel P. 
Huntington, "Democracys Third Wave; dalam The Global 
Resurgence of Democracy, eds. Larry Diamond and Marc F. 
Plattner, Baltimore and London, The Johns Hopkins 
University Press, 1996) hlm. 19. Untuk konteks Indonesia, 
tesis Huntington ini sebagian telah dikritisi oleh studi-studi 
tentang hubungan Islam dan demokrasi di indonesia, 
misalnya yang dilakukan oleh Dr. Saiful Mujani, Religious 
Democrats, Ohio University, 2003. 

Whitney memberi istilah kritik eksternal LQL�GHQJDQ�´NULWLN�UHQGDKµ�
(lower critism), yaitu kritik yang ditujukan pada bagian yang 
nampak di luar dari substansi, peneliti mengadop dengan 
pengertian, sesuatu yang diluar tingkah laku (etika sosial 
,VODP��� .ULWLN� LQWHUQDO� GLVHEXWQ\D� VHEDJDL� ´NULWLN� WLQJJLµ���

(higher critism) yaitu substansi atau isi, peneliti mengadop 
dengan pengertian substansi objek kritik, yaitu etika  sosial  
Islam.  Lihat,    F.L.  Whitney,  The  Elemens  of  Research. 
New York: Prentice Hall Inc, 1960. 

Wiarda, H. J. Political Culture, Political Science, and Identity 
Politics: An Uneasy Alliance. Ashgate, 2014. 

William H. Swatos Jr. Secularization Theory: The Course of a 
Concept, Sociology of Religion, 1999. 

William Lillie. An Introduction to Ethics. New York: Barnes Noble, 
1957. 

Wilson, B. R. Religion in secular society: fifty years on. Oxford 
University Press, 2016. 

Woodhead, L. Liberal religion and illiberal secularism. Religion in a 
Liberal State, 2013. 

<DK\D� � 0XKDLPLQ�� ´,VODP� � GDQ� � $VSHN-$VSHN� � 3HPEDQJXQDQµ��
dalam,  M. Amin Rais, (Ed)., Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar 
Mengaca Diri. Jakarta: Grafinda, 1996. 



944 
 

<XOLDQWR�� /XNPDQ�� ´+DUPRQLVDVL� +XNXP� 7HQWDQJ� 3HQJDZDVDQ�

'DQ� 3HQJHQGDOLDQ� 0LQXPDQ� %HUDONRKRO�µ� -XUQDO� ,OPX�

Hukum Mizan 1 (2012). 

<XVULO�,K]D�0DKHQGUD��´0DNQD�GDQ�Peran Islam dalam Proses Sosio 
3ROLWLN�GL� ,QGRQHVLDµ��GDODP�0��:DK\XQL�1DILV��GNN��� �7LP�

Editor), Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. 
Munawir Sjadzali, MA,. Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995. 

Yusuf Al-Qardhawi. Membumikan Syariat Islam, Penerjemah 
Muhammad Zaki dan Yasir Tajid. Surabaya: Dunia Ilmu, 
1997. 

Yusuf bin Abdullah bin Abdel Bar, Al-,VWL·RE�� WDKTLT� $OL�
Muhammad, Beirut, 1674, Darul al-Jail. 

Yusuf Musa, 1988. 

Zainab. Perkembangan Pemikiran Filsafat Sejarah Ibn Khaldun. 
Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995. 

�. ©. ªä£� ª�Ë ñª�Ìäß� ªä£� �û� âó ì �£�äã âß�äß� . Òó å� ß�  ��ä�û�   ��Ìã� ß�  ì�ôäß�äß� ���ã  
úùù�ì ¹: úü , t.t. 

®Èç� âß�äß� . Òó ���í­í� ªÌ� â��ã .­ �­ .�ñ ��ë��îäß� �Ë��®äß�í �ì ��Üàß  Â¼ã .Ñ �­î·�Ë .Ñ , 
t.t. 

��ìÔ¼ß�� . æó (� . æó �®Ôß� Ý�333é.) " Þ)Ìß�� Öô¤� âã ­ ­­�� �­�© ­®Ôß� ­ í­ � 51 æã 5511 , 
t.t. 

ª�� ©îä¤ã �ñªä£ ìÕí°×¯ ¢ã�´�ß� . Òó âß�äß�"ì æã æä¿ �à´àã ®ÜÓ �ë��îäß� )53( ��ì�­ª»�  
�Ä��­ 53 ��Ìã� ß�  ì�ôäß�äß� ��ã  �¹, 2001 . 

´ ��Ä´� âó �â¤ã© �ªôÌã ¥ �­ �ó�­ �ôäß�ã� ��àÜ¸äß �ó©ªÌ�ß� �µ� t.t. albayan-
magazine.com/bayan. 

© Þ)Ë ª�Ë Ý�Ìß� ñí��¸ß� ´�ó®£ ªô�Ìäß� ñªß� . æó Îß ­ âà´äß� .ñ . Òó ÞÛ �£�äã âß�äß�µì æã , 
. 

Â¼ã .Ñ �ÜÌ¸ß� " âß�äß� Ýû é�¬ã  ­�ªß� �ó®ôäß� ì�ôç��èàß� ®ë�ôß� ��ã 5113ì æã , t.t. 

  

 


